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ABSTRAK 
NURHUDA SULAEMAN (B11108318), “Kedudukan Hukum Yayasan 
Panti Asuhan sebagai Wali atas Anak-anak Panti Asuhan”, dibimbing 
oleh Anwar Borahima selaku Pembimbing I dan Marwah selaku 
Pembimbing II.. 
Penelitian  ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perbuatan 
hukum yayasan panti asuhan dalam melakukan perwalian atas anak-anak 
asuh sekaligus mengurai tanggung jawab yayasan panti asuhan dalam 
peranannya sebagai wali atas anak-anak asuhnya.  
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar tepatnya pada 5 (lima) 
Yayasan Panti Asuhan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan juga 
di Balai Harta Peninggalan. Cara studi lapangan dilakukan untuk 
mengumpulkan data dan wawancara dengan responden yang terkait 
dengan judul skripsi, serta melakukan studi kepustakaan dengan cara 
menelaah buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.  
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Keabsahan yayasan sebagai wali 
adalah diperbolehkan menurut KUH Perdata maupun Undang-Undang 
Perlindungan Anak tetapi untuk dapat menjadi wali adalah melalui 
penetapan pengadilan. Berdasarkan penelitian pada 5 (lima) Yayasan 
Panti Asuhan diketahui bahwa yayasan tersebut hanyalah lembaga yang 
menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial namun tidak 
berkedudukan sebagai wali atas anak-anak asuhnya karena tidak ada 
dasar penetapan pengadilan yang menunjuk yayasan tersebut sebagai 
wali. 2) Tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan apabila sebagai 
wali adalah sama dengan wali lainnya menurut undang-undang yakni 
bertanggung jawab atas segala pengurusan menyangkut pribadi anak 
serta pengurusan kekayaannya sedangkan tanggung jawab yayasan panti 
asuhan sebagai lembaga sosial yaitu bertanggung jawab sesuai dengan 
ketentuan yang termuat di dalam akta pendirian dan AD/RT yayasan di 
mana lebih mengarah pada aspek sosialnya saja yakni mengadakan 
pelayanan pengasuhan, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak 
asuhnya 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
   Anak dalam pandangan masyarakat merupakan pembawa 
kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, 
terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua 
mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir, diharapkan menjadi anak yang 
berguna bagi keluarga di masa mendatang, yaitu menjadi tulang 
punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan 
nusa dan bangsa. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun 
nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian 
terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen 
yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, 
keluarga, masyarakat, dan pemerintah.1 
  Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa kewajiban orang 
tua terhadap anaknya ialah membaguskan nama dan pekertinya, 
mengajarinya menulis, berenang dan memanah, memberi rizki yang baik 
dan menikahkan apabila si anak sudah berkehendak (HR. Hakim)2. 
Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak bernasib baik dilahirkan 
ke dunia ini. Tidak semua anak yang dilahirkan di dunia ini memiliki orang 
                                                             
1
 Maidin Gultom. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika 
Aditama, Bandung, hlm. 68-69. 
2
 Santoso. Kewajiban Orang tua Terhadap Anak. 
http://uripsantoso.wordpress.com/2009/04/26/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak/. 
Diakses pada 26 Juni 2013 Pukul 20. 04 WITA. 
  
 
2 
tua yang lengkap dan sempurna dalam memenuhi keperluan dan 
kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tentu menjadi suatu masalah apalagi 
bila si anak tersebut masih berumur di bawah 18 tahun (belum dewasa), 
tentu menjadi problema bagi anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, bahkan status hukum anak tersebut, baik menyangkut 
perwalian maupun perlindungan kepentingan secara hukum yang dapat 
terjadi terhadap kelangsungan hidup anak tersebut baik jasmani maupun 
rohani. 
  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah 
mengamanatkan kepada pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan 
anak-anak terlantar.3 Hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan 
memberikan subsidi terhadap yayasan dan panti asuhan. Bagi bangsa 
Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata 
masyarakat. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, 
dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah 
Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan 
kepribadian bangsa.4  
  Secara rohani, jasmani maupun sosial, anak belum memiliki 
kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi 
yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan 
kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan 
kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang 
                                                             
3
 Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  
4
 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak. 
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mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, bahkan oleh 
negara sendiri jika diperlukan, karena kewajiban inilah maka yang 
bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari 
gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. 5  
  Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak 
yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), memuat aturan bahwa 
setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, 
dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya 
maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara 
wajar. 
  Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, 
apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 
(LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-
lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau 
masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.6 
  Dalam masyarakat sendiri, organisasi-organisasi sosial lebih 
dikenal dengan nama yayasan. Tujuan pendirian Yayasan yaitu sebagai 
kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tujuan awal 
dari setiap yayasan hampir sama yaitu semua menyangkut bidang sosial. 
                                                             
5
Ibid. 
6
 Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional 
Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. 
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  Dari sejumlah yayasan yang ada di Indonesia kegiatannya dapat 
dilihat antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, 
anak-anak terlantar, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat, 
memberikan beasiswa kepada anak yang kurang atau tidak mampu, 
memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, memberikan 
pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya, 
disesuaikan dalam bidang sosial apa yayasan tersebut bergerak.
7
  
  Kedudukan Yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 
jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa 
Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas mengatur bahwa Yayasan adalah 
suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk 
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, 
yang tidak mempunyai anggota.    
  Dilihat dari praktik sehari-hari ternyata yayasan banyak mengalami 
kesulitan dalam menunjang kegiatannya, berkaitan dengan fungsi 
yayasan sebagai lembaga sosial, termasuk yayasan panti asuhan. 
Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagian besar menyangkut masalah 
peranan yayasan itu sendiri dalam hal perwalian. Perwalian berasal dari 
kata “wali” mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang 
menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum 
akil balig dalam melakukan perbuatan hukum, demikian menurut Subekti.8 
                                                             
7
 Gatot Supramono. 2008. Hukum Yayasan Di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 1. 
8
 Soedharyo Soimin. 1992. Hukum Orang dan Keluarga. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60. 
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  Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
Perwalian diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa anak 
yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan 
orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian ditegaskan dalam 
Pasal 50 ayat (2) bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang 
bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian diatur pula di dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur 
dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau 
keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi 
persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. 
Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan 
melalui penetapan pengadilan. 
  Sehubungan dengan itu, di dalam hal perwalian yang dilakukan 
oleh perhimpunan, yayasan ataupun lembaga amal, sesuai Pasal 365 
KUH Perdata yang mengatur bahwa bilamana hakim harus mengangkat 
seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu 
perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, 
kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di 
sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya 
atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum 
dewasa untuk waktu yang lama. Sesuai Pasal 331 sub 4e KUH Perdata 
diatur bahwa perwalian ini mulai berlaku jika suatu perhimpunan, yayasan 
atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri 
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diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima 
pengangkatan itu. 
  Dengan demikian kewenangan perhimpunan, yayasan-yayasan 
dan lembaga amal dapat diangkat sebagai wali apabila diperintahkan oleh 
Pengadilan. Badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali apabila 
perhimpunan-perhimpunan, yayasan dan lembaga amal jika berdasarkan 
penunjukan oleh orang tua sebagaimana disebutkan pada Pasal 355 ayat 
(2) KUH Perdata. Badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali, 
sedangkan pengangkatan itu harus dilaksanakan dengan wasiat atau 
dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk itu. 
  Namun pada kenyataannya, proses pelaksanaan perwalian anak 
pada panti asuhan belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim 
(pengadilan). Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan penulis di salah 
satu yayasan panti asuhan di kota Makassar, peralihan kekuasaan dari 
orang tua kepada panti asuhan terjadi secara langsung dengan adanya 
penyerahan anak tanpa adanya suatu putusan hakim ataupun akta notaris 
yang dapat menjadi bukti hak atas perwalian anak oleh panti asuhan.  
  Anak-anak yang dipelihara di panti asuhan selain anak yatim piatu, 
ada pula anak-anak yang masih memiliki salah satu atau kedua orang tua. 
Anak-anak tersebut ditempatkan di panti asuhan oleh keluarga atau orang 
tuanya karena mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan 
si anak, sementara di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 
2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan bahwa alasan ekonomi dan 
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kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari 
keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak. Semua organisasi yang menyelenggarakan 
pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk 
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memfasilitasi bantuan bagi 
kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan 
keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak karena alasan ekonomi.9  
  Berdasarkan uraian di atas, Penulis ingin melakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai “Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai 
Wali atas Anak-anak Panti Asuhan” 
 
B. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 
atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana keabsahan perbuatan hukum yayasan panti asuhan 
dalam bertindak sebagai wali atas anak-anak panti asuhan? 
2. Bagaimana tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai 
wali atas anak-anak panti asuhan? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
                                                             
9
 Bab II Prinsip-prinsip Utama Pengasuhan Alternatif Untuk Anak, Peraturan Menteri 
Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk 
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. 
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1. Untuk mengetahui keabsahan yayasan panti asuhan dalam 
bertindak sebagai wali dari anak-anak panti asuhan. 
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum yayasan panti 
asuhan sebagai wali dari anak-anak panti asuhan. 
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini 
perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum pada umumnya dan 
ilmu hukum perdata pada khususnya. Diharapkan penulisan ini 
dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, 
penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang 
sama.  
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber 
informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait. Karya tulis 
ini juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi 
para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah 
strategis terutama dalam pelaksanaan penerapan hukum yang 
berkaitan dengan Yayasan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Yayasan 
1.   Pengertian Yayasan 
Istilah Yayasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan 
pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.10 
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001: 
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 
dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 
 
Scholten mengatakan:11 
“Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu 
pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan 
suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, 
bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan” 
 
Dengan demikian, Yayasan adalah badan hukum yang mempunyai 
unsur-unsur sebagai berikut:12 
a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu 
perbuatan pemisahan. 
b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu) 
c. Mempunyai alat-perlengkapan (organisasi) 
                                                             
10
 Departeman Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. 
Balai Pustaka. Jakarta. 
11
 Scholten. Vertegenw, en Rechtpersoon, hlm. 194. sebagaimana dikutip oleh R. Ali 
Rido. 2004. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, 
Koperasi, Yayasan, Wakaf. Alumni. Bandung, hlm. 107. 
12
 R. Ali Rido. 2004. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, 
Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Alumni. Bandung, hlm. 107. 
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2. Kedudukan Hukum Yayasan  
Untuk mengetahui status hukum suatu badan, maka dapat dilihat 
dalam undang-undang. Beberapa badan/atau perkumpulan dengan tegas 
dinyatakan oleh undang-undang sebagai badan hukum. Kadang-kadang 
undang-undang tidak menyebutnya secara tegas, tetapi dengan peraturan 
yang ada dapat disimpulkan bahwa badan tersebut adalah badan 
hukum.
13
 
Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 
mengakhiri perdebatan para ahli hukum apakah yayasan merupakan 
suatu badan hukum atau bukan. 14 
Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 
Tahun 2001 ini, maka status badan hukum yayasan, yang semula 
diperoleh dari sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (het Open 
system van Rechtspersonen), beralih berdasarkan sistem tertutup (de 
Gesloten system van Rechtspersonen). Artinya, sekarang yayasan 
menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-
undang, bukan berdasarkan sistem terbuka, yang berlandaskan pada 
kebiasaan, doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi. 15 
Kelompok yang beranggapan bahwa Yayasan sudah menjadi 
badan hukum sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 
Tahun 2001 bertolak dari pandangan bahwa suatu organisasi dapat 
                                                             
13
 Anwar Borahima. 2010. Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan 
Tanggung Jawab Yayasan. Kencana, Jakarta, hlm. 57. 
14
 Chatamarrasjid Ais. 2006. Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, 
Bandung,  hlm. 2. 
15
 Ibid. 
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menjadi badan hukum tidak harus berdasarkan undang-undang atau 
dengan undang-undang, tetapi cukup karena kebiasaan, doktrin, dan 
ditunjang oleh yurisprudensi. Oleh karena kebiasaan yang selama ini 
berlangsung sudah memperlakukan Yayasan sebagai suatu badan 
hukum, juga karena doktrin pada umumnya berpendapat demikian, serta 
adanya yurisprudensi yang mendukung kenyataan bahwa Yayasan adalah 
suatu badan hukum, maka dengan sendirinya Yayasan itu telah menjadi 
badan hukum.16 
Sebaliknya, kelompok yang tidak setuju dengan pendapat 
kelompok pertama berpendapat bahwa suatu putusan hakim atau 
pengadilan, dari mana yurisprudensi bertolak, tidak dapat menjadikan 
suatu organisasi menjadi badan hukum. Jadi, untuk dapat menjadi suatu 
badan hukum harus dengan undang-undang atau berdasarkan undang-
undang. Kelompok ini tidak sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah 
Agung (Kep. No. 124/Sip/1973 tgl. 27 Juni 1973) yang telah menetapkan 
bahwa Yayasan Dana Pensiun HBM Indonesia sebagai badan hukum. 
Mengikuti pandangan ini, maka status Yayasan sebagai badan hukum 
hendaknya ditetapkan berdasarkan undang-undang (krachtens wet) 
sebagaimana dilakukan terhadap perkumpulan-perkumpulan dengan RB 
28 Maret 1870, S. 70-64.17 
Dari sudut teori, ilmu hukum telah mengenal adanya Teori 
Kekayaan Bertujuan. Menurut teori ini, hanya manusia yang dapat 
                                                             
16
 Ibid., hlm. 48. 
17
 Ibid. 
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menjadi subjek hukum. Akan tetapi, merupakan suatu kenyataan yang 
tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan 
tidak ada satu manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa 
yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah 
hak-hak yang tidak ada yang memilikinya, dan sebagai gantinya adalah 
suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang 
dimiliki oleh tujuan tertentu.
 18
 Pada Yayasan tujuan itu adalah bersifat 
idealistis, sosial dan kemanusiaan. Teori ini secara selintas mendukung 
pula pandangan bahwa yayasan adalah milik masyarakat.19 Teori hukum 
ini mendasari keberadaan Yayasan sebagai suatu badan hukum. Lahirnya 
Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, menghapuskan segala 
kesangsian perihal apakah Yayasan merupakan suatu badan hukum atau 
bukan.20 
Dengan demikian, baik sebelum maupun setelah berlakunya 
Undang-Undang Yayasan, telah diakui bahwa yayasan adalah badan 
hukum. Perbedaannya adalah sebelum berlakunya Undang-Undang 
Yayasan, masih terdapat keraguan tentang saat yayasan menjadi badan 
hukum, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan telah jelas 
bahwa Yayasan memperoleh status sebagai badan hukum pada saat 
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Pengesahan dari Pemerintah cq. Menteri Hukum dan HAM merupakan 
syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum bagi himpunan atau 
                                                             
18
 Ibid. 
19
 Ibid. hlm. 3. 
20
 Ibid., hlm. 49. 
  
 
13 
perkumpulan/badan usaha seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan 
yang terakhir adalah Yayasan.21 
Fungsi pengesahan antara lain adalah untuk keabsahan 
keberadaan badan hukum sehingga badan hukum itu mempunyai 
kelayakan. Pengujian tentang kelayakan bahkan harus dilakukan secara 
luas, meliputi seberapa jauh tidak bertentangan dengan ketentuan 
perundang-undangan yang ada. Bahkan lebih luas lagi daripada itu adalah 
dilakukannya pengujian secara materiil tentang kebenaran yang tercantum 
dalam Akta Pendirian termasuk permodalan yang dicantumkan. Malah jika 
perlu jangan hanya terbatas pada akta pendirian yang dimohonkan 
pengesahan melainkan meliputi pula hal-hal yang di luar akta. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari penipuan. Fungsi lainnya adalah sebagai 
alat pengamanan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif yang 
tidak diinginkan.22 
Setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan, maka secara 
otomatis penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti 
ketentuan yang ada di dalam UU Yayasan tersebut. Dalam UU Yayasan 
disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta 
pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri (Pasal 10 ayat (1). Bagi 
Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan ini, dan telah 
didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia, atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan 
                                                             
21
 Anwar Borahima. Op. Cit., hlm. 76. 
22
 Ibid., hlm. 76-77. 
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mempunyai izin operasi dari intansi terkait, dinyatakan sebagai badan 
hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak 
mulai berlakunya undang-undang ini, Yayasan tersebut wajib 
menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan. Selain itu, 
yayasan tersebut wajib didaftarkan di Departemen Hukum dan 
Perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan 
penyesuaian.
23
 
 
3. Tujuan Pendirian Yayasan 
Yayasan harus mempunyai tujuan. Dalam hal ini undang-undang 
yang mengatur mengenai Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004), telah membatasi 
dengan ketat mengenai tujuan dari yayasan, sedemikian rupa hingga 
yayasan ini tidak disalahgunakan. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, ditentukan bahwa yayasan 
diperuntukkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 
kemanusiaan. Demikian yayasan hanyalah dapat mempunyai tujuan di 
tiga sektor ini.24 Hal ini membawa konsekwensi bahwa semua Yayasan 
yang telah didirikan dan bergerak dalam bidang kegiatan yang berada di 
luar maksud dan tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan 
kemanusiaan harus menyesuaikan diri dan mengubah anggaran dasarnya 
                                                             
23
 Ibid. hlm. 5. 
24
 Rudhi Prasetya. 2012. Yayasan dalam Teori dan Praktik. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
10. 
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sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diperbolehkan 
tersebut.25 
Menurut Anwar Borahima, motif pendirian yayasan sangat erat 
berkaitan dengan tujuan yayasan. Dengan kata lain, dari tujuan yayasan 
kemungkinan dapat diketahui motif untuk mendirikan yayasan. Apapun 
motif untuk mendirikan yayasan, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum 
bahwa tujuan pendirian yayasan adalah idiil, sosial, filantropis.
26
 
Sejak dahulu kala sebelum berlakunya undang-undang, telah 
dianut paham bahwa yayasan haruslah semata-mata untuk tujuan sosial 
pada umumnya. Dalam undang-undang kita sekarang ini, tujuan sosial 
yayasan itu diperinci lebih lanjut menjadi tiga yaitu: a) yang bersifat sosial, 
b) yang bersifat keagamaan, c) yang bersifat kemanusiaan.27 Dalam hal 
ini, pengertian untuk tujuan sosial itu tidak dalam artian lalu yayasan tidak 
boleh sama sekali menjalankan kegiatan usaha untuk mengumpulkan 
dana-dana. Tidak berarti lalu yayasan harus hanya sekedar meminta 
sumbangan-sumbangan dari kiri dan kanan kepada para dermawan 
melalui sedekah.  
Jika seperti ini, maka yayasan tidak akan dapat berkembang 
dengan kukuh dan baik. Demikian pula, tidak berarti dalam yayasan itu 
menjalankan kegiatannya tidak boleh mencari hasil lebih. Jika seperti ini, 
maka yayasan tidak akan bisa kukuh dan berkembang. Umumnya dianut 
                                                             
25
 Gunawan Widjaya. 2004. Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia. 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm. 23. 
26
Anwar Borahima. Op. Cit., hlm. 87. 
27
 Rudhi Prasetya. Op. Cit., hlm. 60. 
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pendapat, boleh yayasan dalam menjalankan kegiatannya mencari hasil 
lebih, namun hasil lebih itu tidak boleh dinikmati oleh pengurusnya. 
Pengurusnya harus secara sukarela berjiwa sosial. Hasil lebih yang 
diperoleh harus bersifat untuk lebih meningkatkan kemampuan yayasan 
dalam menjalankan tujuan sosialnya.28 
Pada umumnya, yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat 
juga oleh seorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga 
negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau 
beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idiil/sosial yang tidak mencari 
keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan 
mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup 
yayasan.29 
Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materiil yang harus 
dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan. Tujuan itu harus idiil, tidak boleh 
bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan 
kepentingan umum. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian 
keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya. Dengan 
demikian, tidak diperkenankan pendirian suatu yayasan yang pada 
hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.30 
Hakikat dari pendirian Yayasan bukanlah mencari keuntungan bagi 
pendiri ataupun pengurus-pengurusnya tetapi adalah untuk maksud 
kepentingan suatu kelompok masyarakat atau anggota kelompok 
                                                             
28
 Ibid.,  hlm. 60-61 
29
 Anwar Borahima, Op. Cit., hlm. 88 
30
 Ibid. 
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masyarakat di luar Yayasan. Kelompok masyarakat atau anggota 
masyarakat itu memang dirasakan perlu untuk ditolong atau dibantu. 
Undang-Undang Yayasan menganut asas nirlaba yaitu tidak mencari laba 
atau keuntungan. Modal yang ada tidak boleh diolah untuk mendapat 
keuntungan melainkan untuk melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat 
bagi masyarakat.31 
Menurut Rudhi Prasetya, ada tiga tipe yayasan.32 Tipe yang 
pertama, kegiatan yayasan hanya semata-mata mengumpulkan dana-
dana dari para dermawan, untuk dana-dana yang terkumpul 
disumbangkan kepada badan-badan kegiatan sosial, seperti memberikan 
beasiswa, menyumbangkan panti-panti asuhan, rumah sakit  dan lain-lain, 
dengan yayasan sama sekali tidak ikut campur dalam penyelenggaraan 
sosial seperti badan pendidikan, panti, rumah sakit, dan lain-lain lembaga 
sosial yang bersangkutan. Tipe ini adalah tipe yayasan yang klasik kuno. 
Tipe yang kedua, adalah yayasan langsung menyelenggarakan 
sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, yayasan mendirikan 
lembaga pendidikan, universitas, rumah sakit, dengan sekaligus mencari 
kelebihan hasil untuk dari kelebihan hasil ini ditanamkan kembali untuk 
mengintensifitaskan kegiatan sosialnya.33 
Tipe yang ketiga, yayasan mendirikan Perseroan Terbatas yang 
menjalankan bisnis seperti pabrik-pabrik, badan-badan usaha pencari 
laba, untuk dari hasil deviden yang diperoleh disumbangkan kepada 
                                                             
31
Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 110.   
32
 Rudhi Prasetya, Op. Cit., hlm. 62. 
33
 Ibid. Hlm. 63. 
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kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain atau 
diselenggarakan sendiri oleh yayasan. Tipe inilah yang diatur lebih lanjut 
dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Berdasarkan 
Pasal 7 ayat (1) dalam hal yayasan mendirikan badan usaha, haruslah 
kegiatan badan usaha itu sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan 
yang mendirikan. Dalam hubungan dengan ini, harus melihat ketentuan 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa 
yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian 
maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau 
ikut serta dalam badan usaha. Tetapi sebagaimana menurut ayat (3) dari 
Pasal ini, yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada 
Pembina, Pengurus, dan Pengawas.34 
Walaupun diakui selama ini bahwa yayasan adalah badan hukum, 
tetapi Yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas 
terutama dari segi tujuan. Tujuan yayasan ini harus bersifat sosial dan idiil, 
tetapi tidak ada undang-undang yang melarang yayasan untuk 
menjalankan perusahaan. Yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan 
adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud yang tidak bertujuan 
untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan 
kegiatan usaha, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan 
melaksanakan sesuatu yang idiil atau filantropis atau amal walaupun tidak 
mustahil bahwa yayasan itu mendapat keuntungan.35 
                                                             
34
 Ibid., hlm. 63-64. 
35
 Anwar Borahima. Op. Cit., hlm. 5-6. 
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Tujuan yayasan dapat diarahkan kepada pencapaian sesuatu di 
lapangan kesejahteraan umum atau sesuatu di lapangan kepentingan 
umum. Di sisi lain, tujuan itu dapat terbatas, hanya untuk golongan 
tertentu saja tanpa menyebut nama per individu, melainkan hanya disebut 
menurut golongannya, ataupun nama jenisnya, misalnya untuk 
kepentingan para tunanetra, para karyawan, pembangunan sekolah di 
suatu tempat tertentu ataupun untuk kepentingan anak-cucu keturunan 
dari pendirinya.36 
Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian idiil, sosial, 
dan filantropis, tetapi pada umumnya panti asuhan, pendidikan dan rumah 
sakit berbentuk yayasan.37 Di dalam Undang-Undang Yayasan tidak 
dijelaskan pengertian sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, bahkan di 
dalam penjelasan dikatakan sudah jelas. Di dalam Undang-Undang 
Yayasan, pengaturan tentang tujuan Yayasan tidak diatur dalam pasal 
tersendiri, melainkan hanya diatur dalam pasal definisi. Walaupun di 
dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan bahwa kegiatan usaha yayasan 
mencakup antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, 
perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan 
ilmu pengetahuan, tetapi hal ini masih membuka kemungkinan untuk 
melakukan penafsiran.38 
Demi pencapaian tujuan yayasan serta untuk menjamin agar 
yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, 
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pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa 
menerima gaji, upah, atau honor tetap. Selain itu, dalam Undang-Undang 
Yayasan dicantumkan larangan untuk memberikan kepada pihak ketiga, 
kecuali pemberian tunjangan sumbangan yang bersifat sosial dan 
kemanusiaan. Dengan demikian, kegiatan usaha yayasan bukan ditujukan 
untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap digunakan untuk 
kepentingan umum. Jadi penekanannya bukan pada keuntungan (profit) 
melainkan pada kemanfaatan (benefit).39 
Untuk mengetahui bahwa yayasan tersebut tidak melakukan 
penyimpangan, maka dapat diketahui dengan melihat maksud dan tujuan 
yayasan. Maksud dan tujuan Yayasan merupakan atau berlaku sebagai 
pembatasan kewenangan bertindak dari Yayasan yang bersangkutan.40 
 
B.  Panti Asuhan 
1. Pengertian Panti Asuhan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panti asuhan adalah 
rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu dan 
sebagainya. 
Secara etimologi, “panti asuhan” berasal dari dua kata yaitu kata 
“panti” yang berarti suatu lembaga atau kesatuan kerja yang merupakan 
prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan 
profesi pekerjaan sosial, dan “asuh” mempunyai arti berbagai upaya yang 
diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, 
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anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat 
sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh 
dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun 
sosial.41 
Definisi panti asuhan yang terdapat dalam Encyclopedia of 
Psychology dinyatakan bahwa:42 
An orphanage is a residential care center designed to offer shelter 
to homeless children. Unlike foster care settings, orphanages 
generally serve large numbers of children. Many orphanages are 
operated by religious organization, but a few are sponsored by 
public and nonsectarian private agencies. 
 
Di dalam Pedoman Panti Asuhan Anak, Departemen Sosial RI 
memberikan pengertian panti asuhan adalah sebuah lembaga yang 
mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan 
kepada anak terlantar serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan 
anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak 
dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh 
sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi 
perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan, sebagai bagian 
dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut 
serta aktif di dalam pembangunan nasional.43 Dengan demikian 
pengertian panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang 
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bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan 
kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh 
kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan 
kepribadiannya sesuai yang diharapkan.44 
Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat enam komponen yang 
terkandung di dalam pengertian panti asuhan, yaitu:45 
a. Panti asuhan merupakan suatu wadah atau tempat, lembaga 
yang dapat memberikan pelayanan pengganti dalam arti dapat 
mengganti fungsi orang tua atau keluarga. Oleh karena itu, di 
dalam mendidik dan mengasuh harus diciptakan suasana 
layaknya keluarga. 
b. Panti asuhan dibentuk atau didirikan oleh masyarakat atau 
swasta. 
c. Terdapat pengasuh yang mampu mengembangkan tugas 
sebagai orang tua. 
d. Terdapat anak asuh 
e. Terdapat kegiatan yang berproses. 
f. Terdapat tujuan yang hendak dicapai yakni memberi pelayanan 
dan penyantunan. 
 
2. Dasar Keberadaan Panti Asuhan di Indonesia 
Panti asuhan di Indonesia sangat dominan sekali, karena panti 
asuhan merupakan salah satu wahana untuk mengatasi kendala-kendala 
sosial yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang seperti 
kemiskinan penduduk, anak-anak terlantar, korban bencana alam dan 
lainnya. Adapun dasar atau landasan keberadaan panti asuhan ini dapat 
ditinjau dari dua segi yaitu:46 
1) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia 
Adapun dasar yuridis formal tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Dasar Ideologi  
Dasar ideologi adalah dasar yang bersumber dari falsafah Negara 
yaitu Pancasila terutama sila ke 5 (lima) yang berbunyi: “Keadilan 
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ini dapat berarti bahwa 
keadilan dan kemakmuran harus dapat dirasakan oleh masyarakat 
secara merata.  
b. Dasar Konstitusional  
Dasar Konstitusional adalah dari Undang-Undang yang berlaku 
yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama Bab XIV Pasal 34 yaitu: 
fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. 
2) Dasar Religius  
  Yang dimaksud adalah dasar hukum yang diambil dari ajaran 
agama Islam dalam hal ini Al-Qur‟an dan hadits Nabi. Banyak ayat dan 
hadits yang menyerukan suruhan untuk menyantuni anak yatim dan 
sesama manusia yang miskin karena dengan pemberian santunan itu 
mereka akan terhindar dari kehinaan dan keterlantaran. Di samping itu 
akan terbina masyarakat yang kuat saling tolong menolong dan kasih 
mengasihi serta penuh persaudaraan. Adapun ayat-ayat dan hadits 
tersebut adalah:  
a. Surah An-Nisa‟ ayat 36 yang artinya:  
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu 
bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil dan hamba sahaya. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan 
membanggakan diri.” 
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Maksud dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan 
tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang muslim 
dengan tidak muslim. Sedangkan ibnu sabil ialah orang yang dalam 
perjalanan yang bukan maksiat yang kehabisan bekal. Termasuk 
juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.  
b. Surah Al-Ma‟un ayat 1-3 yang artinya:  
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, itulah orang 
yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi 
makan orang miskin.” 
 
Dalam ayat ini terkandung suatu penghargaan, bahwa jika kita 
tidak mampu melakukan kewajiban memberikan bantuan kepada 
orang lain, seharusnya kita minta kepada orang lain yang mampu 
untuk melakukannya, misalnya yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga sosial. Ciri-ciri orang yang percaya pada agama adalah 
sifat adil, belas kasihan, dan suka beramal untuk orang lain. Dari 
ayat tersebut tampak jelas bahwa memperhatikan sesama muslim 
sangat dianjurkan oleh agama. Terlebih lagi jika yang diperhatikan 
adalah orang-orang miskin dan anak-anak yatim, hal tersebut 
sangat besar pahalanya. Namun jika menganiaya dan 
mengabaikannya merupakan dosa besar yang ancamannya masuk 
neraka. Sebab membiarkan mereka berarti telah mendustakan 
agama.47 
c.   Hadits dari Abu Umamah yang berbunyi : 
“Dari Abu Umamah dari Nabi Muhammad SAW berkata: 
barangsiapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki atau 
perempuan karena Allah, adalah baginya setiap rambut yang 
diusap dengan  tangannya itu terdapat banyak kebaikan, dan 
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barang siapa berbuat baik kepada anak yatim perempuan atau laki-
laki yang dia asuh, adalah aku bersama dia di surga seperti ini, 
beliau mensejajarkan dua jari-nya.”48 
 
Demikianlah, ajaran Islam memberikan kedudukan yang tinggi 
kepada anak yatim dengan memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat 
baik dan memuliakan mereka. Kemudian memberi balasan pahala yang 
besar bagi yang benar-benar menjalankannya, di samping mengancam 
orang-orang yang apatis akan nasib mereka apalagi semena-mena 
terhadap harta mereka. Bahkan pada jaman Nabi saw dan para 
Sahabatnya, anak-anak yatim diperlakukan sangat istimewa, kepentingan 
mereka diutamakan dari pada kepentingan pribadi atau keluarga sendiri.49 
Bukan hanya ajaran Islam, agama lain pun memerintahkan 
pemeliharaan anak yatim. Melayani anak yatim adalah salah satu hakekat 
dan panggilan gereja. Di dalam Alkitab Ibrani (sekaligus Perjanjian Lama 
Kristen), disebutkan bahwa, “Janganlah engkau memperkosa hak orang 
asing dan anak yatim” (Kitab Ulangan 24:17). Aspek yang dominan dari 
pelayanan untuk anak adalah pelayanan pendidikan. Berkaitan dengan itu 
terdapat aspek-aspek pelayanan lain, yaitu pelayanan, pengajaran, 
pelayanan pemeliharaan (misalnya bagi anak yatim piatu), pelayanan 
pembelaan (misalnya untuk anak cacat dan buruh anak), pelayanan 
perlindungan (misalnya bagi perilaku kejam, perkosaan dan anak korban 
kejahatan orang dewasa) dan pelayanan aspek lain-lainnya.50  
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Menyantuni anak yatim piatu di dalam ajaran Hindu termasuk 
bagian dari  Yadnya atau upacara. Yadnya adalah suatu karya suci yang 
dilaksanakan dengan ikhlas karena getaran jiwa atau rohani dalam 
kehidupan ini berdasarkan dharma, sesuai ajaran sastra suci Hindu yang 
ada (Weda). Yadnya dapat pula diartikan memuja, menghormati, 
berkorban, mengabdi, berbuat baik (kebajikan), pemberian, dan 
penyerahan dengan penuh kerelaan (tulus ikhlas) berupa apa yang dimiliki 
demi kesejahteraan serta kesempurnaan hidup bersama dan 
kemahamuliaan Sang Hyang Widhi Wasa.51 Suatu korban suci dilakukan 
secara ikhlas dengan menggunakan barang-barang yang dimiliki kepada 
orang lain pada waktu, tempat, dan alamat yang tepat, demi kepentingan 
dan kesejahteraan bersama, masyarakat, negara dan bangsa. Pada 
umumnya Drewya Yadnya ini ditujukan kepada:  
-  Orang sakit. 
-  Orang yang menuntut ilmu. 
- Anak- anak yatim-piatu. 
-  Para tamu. 
-  Para Pendeta. 
-  Keluarga yang menderita karena ditinggal tugas 
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3. Tujuan dan Fungsi Panti Asuhan 
a. Tujuan Panti Asuhan 
  Pada dasarnya tujuan panti asuhan tidak dapat terlepas dari tujuan 
pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Sebab panti asuhan 
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bidang pembangunan 
kesejahteraan sosial itu sendiri. Oleh karena itu bila tujuan panti asuhan 
tercapai maka secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan 
sumbangan atas tercapainya tujuan pembangunan kesejahteraan sosial 
yang ada. 52 
  Secara umum tujuan panti asuhan adalah memberi pelayanan yang 
berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan 
cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi 
yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka 
menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung 
jawab baik terhadap dirinya maupun masyarakat.53 Tujuan di atas 
kemudian mengalami perkembangan dan perubahan karena semakin 
banyaknya lembaga sosial dan organisasi keagamaan yang ikut 
menangani masalah kesejahteraan atau panti asuhan ini, sehingga tujuan 
tersebut disesuaikan dengan ciri dan misi yang dibawa oleh lembaga 
tersebut.54 
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b. Fungsi Panti Asuhan 
  Panti asuhan sebagai lembaga sosial yang memiliki fungsi salah 
satunya adalah sebagai sarana untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan persiapan kerja 
bagi si anak. Adapun penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut:55 
1. Sebagai lembaga sosial, panti asuhan mempunyai : 
a. Sarana usaha pelayanan 
b. Program pelayanan dan jenis-jenis kegiatan pelayanan 
c. Tenaga pelaksana pelayanan 
d. Sarana dan fasilitas pelayanan 
2. Panti asuhan berfungsi memberikan pelayanan pengganti (subtitutive 
service). Dalam hal ini berarti menggantikan fungsi keluarga. 
Digantikannya fungsi keluarga oleh panti asuhan apabila anak 
memang sudah tidak mempunyai orang tua lagi ataupun mempunyai 
orang tua atau keluarga tetapi keluarga tersebut tidak atau belum 
mampu berfungsi sebagai satuan keluarga asuh yang wajar. Keluarga 
belum dapat atau tidak berfungsi secara wajar dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor, antara lain karena mental atau sosial. Panti asuhan 
sebagai pengganti keluarga merupakan pelayanan kesejahteraan 
sosial yang bersifat sementara, di mana memungkinkan adanya 
pemenuhan kebutuhan anak asuh untuk: 
a. Terpenuhinya kebutuhan fisik secara wajar 
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b. Memperoleh kesempatan dalam usaha pengembangan mental dan 
pikiran sehingga anak dapat mencapai tingkat kedewasaan yang 
matang. 
c. Melaksanakan peranan-peranan sosialnya sesuai dengan tuntutan 
lingkungannya.  
3. Pelayanan panti asuhan anak merupakan pelayanan kesejahteraan 
sosial, ini berarti bahwa pelayanan tersebut dilandasi prinsip-prinsip 
dan metode pekerjaan sosial. 
4. Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, panti asuhan 
anak berusaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan 
keterampilan sosial dan keterampilan persiapan kerja bagi anak asuh. 
Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk menciptakan 
hubungan-hubungan sosial yang serasi dan memuaskan serta 
mengadakan penyesuaian yang tepat terhadap lingkungan sosial, 
mampu memecahkan masalah sosial serta mewujudkan aspirasi-
aspirasi. Keterampilan persiapan kerja ialah kemampuan untuk 
menemukan dan memanfaatkan serta mengembangkan potensi 
sesuai dengan bakat dan kemampuannya guna mendapatkan sumber 
nafkah atau mata pencaharian dalam masyarakat. 
4. Pola Pengasuhan di Panti Asuhan 
Pola pengasuhan panti asuhan dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut:56 
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1. Pola pengasuhan berbentuk asrama.  
Panti asuhan dengan sistem asrama ini berarti anak asuh 
dikelompokkan dalam jumlah yang besar dan mereka ditempatkan pada 
satu bangunan berbentuk asrama (diasramakan) dengan penempatan 
anak asuh dalam kelompok antara 15-20 anak asuh, di dalam satu 
ruangan. Di dalam asrama tersebut hanya terdapat satu atau beberapa 
petugas yang bertindak sebagai bapak atau ibu pengasuh. Sistem asrama 
mengandung beberapa kelemahan, yaitu kurang intensif dan kurang 
meratanya pengawasan dan bimbingan kepada anak-anak sehingga 
dapat mengurangi pencapaian identitas kepribadian anak. Begitu pula 
suasana kewajaran dalam panti asuhan sistem asrama, sulit untuk 
diciptakan.  
Adapun kelebihan atau keuntungan sistem asrama ini adalah 
asrama dapat menampung anak asuh dalam jumlah besar, staf atau 
keluarga asuh tidak banyak diperlukan, oleh karena itu pembiayaan relatif 
kecil (murah). Panti asuhan sebagai lembaga yang berfungsi memberikan 
pelayanan pengganti, senantiasa mengusahakan agar pelayanan yang 
diberikan kepada anak asuh menyamai atau paling tidak mendekati 
suasana dalam keluarga (adanya sepasang orang tua asuh), sehingga 
anak asuh akan merasa sebagai anak yang tinggal dalam kehidupan 
keluarga sendiri. 
2. Pola pengasuhan berbentuk “cottage”.  
Dalam pelaksanaan sistem cottage penempatan anak asuh dalam 
satu wisma ialah kelompok kecil yaitu antara 8-10 anak, dengan keluarga 
asuh sebagai orang tua pengganti. Penempatan anak-anak asuh dalam 
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cottage diatur seperti halnya anak dalam keluarga. Sistem keluarga asuh 
akan lebih menjamin adanya kemiripan dengan kehidupan keluarga yang 
wajar, sehingga anak asuh mempunyai banyak kesempatan untuk 
mengembangkan identitas kepribadiannya. Di samping itu, bimbingan dan 
pengawasan serta perhatian orang tua atau keluarga asuh akan dapat 
diberikan secara intensif, merata, dan lebih akrab.  
Penempatan anak asuh ke dalam keluarga asuh tersebut relatif 
lengkap, namun demikian apabila ternyata terdapat hal-hal tertentu di 
mana terjadi konflik fundamental dalam hubungan antara anak dengan 
orang tua atau keluarga asuh, anak asuh dengan anak kandung, anak 
asuh dengan anak asuh, maka untuk tetap menjaga adanya keserasian 
hubungan dimungkinkan adanya pemindahan anak asuh dari satu 
keluarga ke keluarga asuh lainnya di lingkungan panti asuhan.  
Dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas, tersurat dengan jelas 
bahwa panti asuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak asuh 
saja, seperti sandang, pangan, ataupun tempat berteduh. Panti asuhan 
juga berfungsi sebagai pengganti orang tua dan melakukan usaha-usaha 
agar anak asuhnya dapat berkembang semaksimal mungkin sesuai 
dengan potensi masing-masing agar dapat memberikan kontribusinya 
bagi pembangunan nusa dan bangsa.57  
Alasan keberadaan anak panti asuhan bermacam-macam, di 
antaranya bahwa anak-anak yang diasuh di panti asuhan, bukan hanya 
anak yang kehilangan orang tuanya ataupun salah satunya, tetapi juga 
anak-anak yang terlantar karena sebab-sebab lain seperti broken home, 
                                                             
57
 Nur Janah,  Loc. Cit., hlm. 29. 
  
 
32 
keluarga kurang mampu dari segi ekonomi, orang tua sakit, anak dari 
keluarga terpidana, dan lain-lain.58 
 
C.  Perwalian 
1. Pengertian Perwalian 
Menurut bahasa Indonesia, istilah perwalian berasal dari kata dasar 
“wali”, yang mendapat awalan per. Kata wali dalam bahasa Indonesia 
berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban 
mengurus anak yatim dan hartanya selama anak itu belum dewasa. 
Adapun kata perwalian berarti segala sesuatu mengenai urusan wali; 
pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya.59  
Menurut Subekti, perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap 
anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang 
tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh 
undang-undang.60 
Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, “pemeliharaan anak 
dinamakan voogdij (perwalian), sedangkan selama perwalian 
berlangsung, pemeliharaan anak yang berada di tangan kedua orang tua, 
dinamakan kekuasaan orang tua”61 
Perbedaan perwalian dan kekuasaan orang tua terletak pada ada 
tidaknya pernikahan, sedangkan kekuasaan keduanya meliputi hal-hal 
yang sama ialah pemeliharaan anak dan harta bendanya. Dari ketentuan 
tersebut, disimpulkan bahwa perwalian adalah pemeliharaan anak yang 
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tidak berada di bawah kekuasaan orang tua beserta pengurusan harta 
kekayaannya.62 
2. Perwalian Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 
1  Tahun 1974 tentang Perkawinan  
a. Anak di bawah perwalian  
Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan 
orang tua akan berada di bawah perwalian.  
1) Berdasarkan KUH Perdata 
Belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur dua 
puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Dalam tiap 
perwalian, hanya ada satu orang wali (Pasal 331 KUH Perdata). 
Anak yang berada di bawah perwalian adalah: 
a) Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaan 
sebagai orang tua. 
b) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai. 
c) Anak sah yang salah satu atau kedua orang tuanya telah 
meninggal dunia. 
d) Anak yang lahir di luar perkawinan. 
Di samping itu, masing-masing orang tua yang melakukan 
kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, 
berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya 
perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun 
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karena penetapan hakim tidak harus dilakukan oleh orang tua yang 
lain. Pengangkatan dilakukan dengan wasiat atau dengan akta 
notaris (Pasal 355 ayat 1 dan 3 KUH Perdata).63 
2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
  Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, anak yang 
belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di 
bawah kekuasaan wali. Perwalian ini mengenai pribadi anak yang 
bersangkutan maupun harta bendanya. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) 
dan (2) Undang-Undang Perkawinan, wali dapat ditunjuk oleh satu orang 
tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, 
dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi. Wali 
sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain 
yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.64 
b. Macam-macam Perwalian 
Mengenai perwalian ini, terdapat bermacam-macam, yaitu 
antara lain:65 
1) Wali orang tua yang hidup terlama, yaitu apabila salah satu orang 
tua meninggal, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum 
dewasa dilakukan oleh orang tua yang hidup terlama (Pasal 345 
KUH Perdata). 
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2) Kawan wali, yaitu jika yang menjadi wali itu si ibu dan ibu ini kawin 
lagi, maka suaminya menjadi kawan wali (Pasal 351 KUH Perdata). 
3) Wali orang tua yang telah dewasa atas anak luar kawin yang diakui 
(Pasal 353 KUH Perdata). 
4) Perwalian menurut wasiat, yaitu wali yang diangkat berdasarkan 
surat wasiat orang tua anak tersebut (Pasal 355 KUH Perdata). 
5) Wali datif, yaitu wali yang diangkat oleh penetapan pengadilan 
negeri (Pasal 359 KUH Perdata). 
6) Perwalian badan hukum yang diangkat oleh hakim (Pasal 365 KUH 
Perdata). 
7) Wali curator/wali pengampu atas anak sah dari orang yang di 
bawah pengampuan (Pasal 453 KUH Perdata). 
c. Tugas dan Kewajiban Wali 
1) Berdasarkan KUH Perdata 
  Pada waktu wali memulai dengan tugasnya, ia mempunyai 
kewajiban-kewajiban sebagai berikut:66 
1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 
368 KUH Perdata) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat (ontzet) 
dan dapat diharuskan membayar semua biaya dan bunga bila 
pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan; 
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan 
minderjarige (Pasal 386 ayat 1 KUH Perdata). Sesudah hari perwalian 
dimulai, maka wali harus membuat daftar pertelaan barang-barang 
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pupil dengan dihadiri oleh wali pengawas (weskamer= Balai Harta 
Peninggalan) dan bila barang-barang minderjarige itu disegel, maka 
diminta agar penyegelan itu dibuka. Inventarisasi itu dapat dilakukan 
dengan cara di bawah tangan (onderhans). Tetapi, semuanya harus 
dikuatkan kebenarannya oleh wali dengan mengangkat sumpah di 
depan Balai Harta Peninggalan; 
3. Kewajiban untuk mengadakan jaminan (zekerheid) Pasal 335 KUH 
Perdata. Seorang wali, kecuali perhimpunan, yayasan, atau lembaga 
sosial, mempunyai kewajiban untuk mengadakan jaminan dalam waktu 
satu bulan sesudah perwalian dimulai, entah berupa hipotek, jaminan 
orang, atau gadai. Apabila harta kekayaan pupil bertambah, maka wali 
harus mengadakan atau menambah jaminan yang sudah diadakan; 
4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan setiap tahun 
oleh minderjarige itu dan jumlah biaya pengurusan (Pasal 388 KUH 
Perdata). Kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau 
ibu. Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) sesudah memanggil 
keluarga, baik keluarga sedarah maupun semenda, akan 
memerintahkan penentuan jumlah yang dapat dipergunakan setiap 
tahun oleh si minderjarige dan jumlah biaya yang diperlukan untuk 
pengurusan harta benda itu dengan kemungkinan untuk minta banding 
kepada Pengadilan; 
5. Kewajiban wali untuk menjual perabot-perabot rumah tangga 
minderjarige dan semua barang bergerak yang tidak memberikan 
buah, hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang dibolehkan 
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disimpan in natura dengan izin Weeskamer. Penjualan ini harus 
dilakukan dengan pelelangan di hadapan umum menurut aturan-aturan 
lelang yang berlaku di tempat itu, kecuali bila bapak atau ibu yang 
menjadi wali dibebaskan dari penjualan itu (Pasal 389 KUH Perdata); 
6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara, yaitu bila 
dalam harta kekayaan minderjarige ada surat-surat piutang negara 
(Pasal 392 KUH Perdata); 
7. Kewajiban untuk menanam (beleggen) sisa uang milik minderjarige 
setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya. 
Di dalam Pasal 393 sampai Pasal 398 KUH Perdata, selanjutnya 
dijumpai beberapa perbuatan yang berhak dilakukan oleh wali dengan 
mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan 
perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan kecuali bila ada izin dari 
hakim. Perbuatan-perbuatan tersebut, meliputi:67 
1. Meminjam uang, sekalipun untuk kepentingan minderjarige, tidak 
boleh juga memindahkan atau menggadaikan barang-barang tidak 
bergerak atau surat-surat utang negara, piutang-piutang sahamnya 
tanpa mendapatkan kuasa dari Pengadilan; 
2. Membeli barang-barang tak bergerak dari seorang minderjarige. 
Pembelian yang demikian itu hanya diperkenankan kalau dilakukan 
atas dasar pelelangan umum dan baru berlaku sesudah ada izin dari 
Pengadilan; 
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3. Menyewa atau menyewakan barang-barang minderjarige yang hanya 
mungkin dengan persetujuan hakim dengan mendengar atau 
memanggil dengan sepatutnya keluarga sedarah atau periparan 
minderjarige; 
4. Menerima warisan untuk seorang minderjarige. Perbuatan ini hanya 
diperbolehkan sesudah diadakan pencabutan (boedel atau voorrecht 
van boedelbeschrijving); 
5. Menolak warisan barang untuk seorang minderjarige (hanya 
diperbolehkan dengan persetujuan hakim); 
6. Menerima pemberian bagi seorang minderjarige (hanya dibolehkan 
dengan persetujuan hakim). Ketentuan ini sebenarnya diadakan 
terhadap pemberian-pemberian dengan suatu beban. 
7. Mengajukan gugatan bagi minderjarige; 
8. Membantu terlaksananya pemisahan dan pembagian harta kekayaan 
yang menjadi kepentingan minderjarige; dan 
9. Mengadakan perdamaian diluar Pengadilan (dading atau kompromi) 
bagi minderjarige. Dalam perbuatan ini diperlukan persetujuan dari 
Pengadilan. 
2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Berdasarkan Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Perkawinan 
disebutkan, bahwa seorang wali adalah:68 
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a) Wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta 
bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan 
kepercayaan anak itu. 
b) Wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah 
kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat 
semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-
anak itu. 
c) Bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di 
bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena 
kesalahan atau kelalaiannya. 
d) Tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan 
barang-barang tetap yang dimiliki anak yang di bawah 
penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak itu 
menghendakinya. 
d. Mulai dan berakhirnya hak perwalian 
Berdasarkan Pasal 331a KUH Perdata, perwalian mulai berlaku 
apabila:69 
1) Jika seorang wali diangkat oleh hakim. 
2) Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tua. 
3) Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali baik 
oleh hakim maupun oleh salah satu dari kedua orang tua. 
4) Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga anak diangkat 
menjadi wali. 
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5) Jika seseorang menjadi wali karena hukum. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 331 b KUH Perdata, hak perwalian 
berakhir apabila:70 
1) Diangkat wali lainnya. 
2) Anak yang belum dewasa setelah berada di bawah perwalian, 
dikembalikan ke dalam kekuasaan orang tuanya. 
3) Anak luar kawin yang belum dewasa yang telah diakui oleh 
undang-undang, disahkan pada saat berlangsungnya 
perkawinan yang mengakibatkan sahnya anak itu atau saat 
pemberian surat-surat pengesahan. 
3. Perwalian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak 
  Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak 
ditentukan bahwa apabila orang tua anak tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau 
keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi 
persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. 
Selanjutnya ayat (2) dan (3) menentukan bahwa untuk menjadi wali anak 
dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk tersebut 
agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. 
  Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan 
berkewajiban mengelola harta milik anak yang bersangkutan (Pasal 33 
ayat 4 UU Perlindungan Anak). Wali tersebut juga dapat mewakili anak 
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untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan 
(Pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Anak). 
  Sebenarnya perwalian yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan sama dengan perwalian berdasarkan UU No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam UU No. 1 Tahun 
1974 tidak menentukan siapa yang berhak mengatur dan mengelola harta 
anak sebelum penunjukan wali ditetapkan berdasarkan putusan 
pengadilan. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 mengatur masalah siapa yang 
berhak mengatur dan mengelola harta anak apabila penunjukan terhadap 
walinya tidak ditetapkan dengan penetapan pengadilan. Dalam Pasal 35 
UU No. 23 Tahun 2002 ditentukan bahwa dalam hal anak belum 
mendapatkan penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan 
anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain 
yang mempunyai kewenangan untuk itu. 71 
4.  Perwalian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 
a. Anak di bawah perwalian 
Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 
tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian 
meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Bila wali tidak 
mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka 
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Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk 
bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-
dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah 
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan 
hukum.72 Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan 
hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau 
anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.
73
 
b. Kewajiban dan larangan bagi seorang wali 
Dalam Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam diatur, bahwa 
seorang wali:74 
1) Berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya dengan sebaik-baiknya. 
2) Berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan 
keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah 
perwaliannya. 
3) Dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang 
yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut 
menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau 
merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. 
4) Bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat 
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kesalahan atau kelalaiannya. Pertanggungjawaban wali ini harus 
dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali. 
5) Berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di 
bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 
tahun atau telah kawin.  
Selanjutnya berdasarkan Pasal 112 KHI, wali dapat mempergunakan 
harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang 
diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma‟ruf 
kalau wali itu fakir. 
c. Berakhirnya hak perwalian 
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau 
badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan 
kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau 
melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali 
demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya (Pasal 109 
KHI). Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama 
berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di 
bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya (Pasal 
111 ayat 2 KHI).
75
   
5.  Perwalian Berdasarkan Hukum Adat 
Berdasarkan hukum adat, perceraian ataupun meninggalnya salah 
satu dari kedua orang tua, tidaklah menimbulkan perwalian. Hal ini 
disebabkan oleh karena di dalam perceraian, anak-anak masih berada 
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pada salah satu dari kedua orang tuanya. Demikian juga pada situasi 
meninggalnya salah satu dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, 
yang lebih memungkinkan terjadinya perwalian adalah apabila kedua 
orang tua dari anak-anak tersebut meninggal dunia, dan anak-anak yang 
ditinggalkan itu belum dewasa. Dengan meninggalnya kedua orang tua, 
anak-anak menjadi yatim-piatu dan mereka semuanya tidak berada di 
bawah kekuasaan orang tua.
76
 Mengenai bentuk perwalian ini dalam 
masyarakat hukum adat diatur secara berbeda-beda. 
Pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan bilateral, 
apabila dalam suatu keluarga, salah satu dari orang tuanya (bapak atau 
ibunya) sudah tidak ada lagi dan meninggalkan anak yang belum dewasa, 
maka orang tua yang masih hidup yang memelihara anak-anak tersebut 
lebih lanjut. Apabila kedua orang tua sudah tidak ada lagi dan 
meninggalkan anak yang belum dewasa, maka anak yang ditinggalkan itu 
dipelihara oleh salah satu pihak dari kerabat bapak atau dari kerabat 
ibunya yang terdekat dan cukup mampu untuk melakukan pemeliharaan. 
Sedangkan anak-anak yang sudah besar pada umumnya mengambil 
keputusan sendiri kepada siapa ia selanjutnya ingin dipelihara.77 
Pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, 
jika bapaknya meninggal dunia, maka ibunya meneruskan kekuasaannya 
terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa. Tetapi apabila ibunya 
yang meninggal dunia, maka anak-anak tersebut tetap berada pada 
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kerabat ibunya, serta dipelihara oleh kerabat ibu; sedangkan hubungan 
antara bapak dengan keluarga isterinya dapat terus dipelihara oleh si 
bapak. Dan jikalau kedua orang tua si anak meninggal dunia, maka 
pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut tetap berada pada kerabat 
ibunya.78 
Pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, jika 
bapaknya meninggal dunia, maka si ibu dapat meneruskan memelihara 
anak-anaknya dalam lingkungan keluarga bapaknya. Apabila si ibu (janda) 
menolak kawin leviraat atau berkeinginan untuk meninggalkan kerabat 
suaminya atau ingin kawin lagi, maka ia dapat minta cerai kepada 
lingkungan kerabat suaminya, tetapi anak-anaknya tetap tinggal dalam 
kekuasaan kerabat suaminya. Dan jikalau kedua orang tua si anak 
meninggal dunia, maka pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut tetap 
berada pada kerabat bapaknya.79 
 
D. Anak 
1. Pengertian Anak Secara Umum 
  Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah 
keturunan kedua.80 Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal 
definisi anak, maka akan didapatkan berbagai macam batasan usia anak 
mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa 
undang-undang, misalnya:81 
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1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia 
anak yaitu yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. 
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal 
telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan 
belum pernah kawin. 
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
tahun dan belum pernah kawin. 
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
membolehkan usia bekerja 15 tahun. 
7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan 
menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun. 
Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya 
disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada 
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praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari 
perbedaan tersebut.82 
Pasal 330 KUH Perdata: 
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 
dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila 
perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh 
satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan 
belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di 
bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan orang 
tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara 
sebagaimana teratur di dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima, 
dan ke enam bab ini”. 
 
Sementara itu dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah 
dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk 
perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu 
berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 
bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.83 
Selain itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak 
(Convention On the Right of the Child), maka definisi anak: “Anak berarti 
setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang 
yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.84 
Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir 
Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum 
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dikategorikan sebagai lex specialist, semua ketentuan lainnya tentang 
definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta 
berkaitan dengan pemenuhan hak anak.85 Memang sudah seharusnya 
peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu (mono) definisi 
sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-
undangan yang pada tataran praktis akan membuat repot 
penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, Undang-Undang Perlindungan 
Anak memang seyogianya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan 
yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.86 
2.  Pengertian Anak Asuh 
  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
memberikan pengertian bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh 
seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, 
perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah 
satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara 
wajar.87 
  Pengertian anak asuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah anak yang berada dalam pembinaan (asuhan seseorang). Adapun 
yang dimaksud dalam pengertian anak asuh di sini meliputi anak yatim, 
anak piatu, anak yatim piatu dan anak miskin yang terlantar. Dari 
pengertian tersebut bahwa yang termasuk cakupan penyandang masalah 
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anak terlantar yaitu anak dalam kondisi keterlantaran (fisik, mental dan 
sosial) antara lain:88 
a. Anak yang sudah tidak mempunyai ayah, ibu atau tidak 
mempunyai keduanya (sudah ditinggal mati) ayah dan ibu.  
b. Anak ekonomi lemah. 
c. Anak terlantar yang keluarganya mengalami perpecahan 
sehingga tidak memungkinkan anak dapat berkembang secara 
wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, antara lain keluarga 
berantakan (broken home), sehingga tidak ada relasi sosial 
yang harmonis. 
d. Anak putus sekolah. 
e. Anak cacat baik fisik, mental maupun sosial. 
Jika ditinjau dari batasan anak terlantar sebagaimana di atas,maka di 
sini terlihat adanya indikasi masalah yang disandang anak terlantar antara 
lain:89 
a. Secara fisik kurang gizi. 
b. Kehilangan perhatian. 
c. Sulit mengadakan interaksi sosial, merasa rendah diri. 
d. Kehidupan keluarga yang tidak teratur, tidak sehat dan tidak 
harmonis. 
Sedangkan bila ditinjau dari segi manusianya, anak asuh terdiri 
dari:90 
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a.  Laki-laki dan perempuan usia 5-21 tahun. 
b.  Anak yatim/piatu. 
c.  Mengalami keterlambatan dalam pendidikan dan moral agama. 
d. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 
e. Anak yang lahir dari tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus 
dan   tidak mendapat pendidikan. 
3. Perbedaan Antara Anak Panti Asuhan dengan Anak yang 
Tinggal Bersama Keluarga 
Anak yang tinggal di panti asuhan ditinjau dari faktor sosial dan 
lingkungan:91 
a. Keluarga tidak lengkap. 
Yaitu anak-anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya, salah satu 
orang tuanya, atau anak yang masih memiliki orang tua tapi 
diterlantarkan sejak kecil. 
b. Kasih sayang orang tua kurang.  
Sejak kecil anak panti asuhan sudah terbiasa hidup sendiri tanpa 
bimbingan dan pengawasan orang tua. Mereka dapat bertemu bahkan 
berkumpul dengan orang tua hanya saat mereka dikunjungi oleh 
orang tua dan ketika hari raya tiba. Sehingga intensitas kebutuhan 
akan kasih sayang mereka sangat terbatas. 
c. Ekonomi terbatas  
Selain dari anak-anak yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya, 
anak panti asuhan rata-rata juga dari keluarga yang dari segi ekonomi 
kurang mampu mencukupi kebutuhan mereka. 
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d. Kasih sayang dari teman dan pengasuh (sebagai pengganti peranan 
keluarga ). 
Karena sejak kecil mereka sudah terpisah dengan orang tua dan 
tinggal di panti asuhan bersama pengasuh dan teman-teman 
sebayanya, sehingga kebutuhan akan kasih sayang hanya mereka 
dapatkan dari teman sebaya dan pengasuh sebagai pengganti peran 
keluarga yang hal tersebut tidak dapat mereka dapatkan setiap saat 
ketika mereka butuhkan. 
e. Fasilitas dan tempat tinggal terbatas. 
Anak-anak yang tinggal di panti asuhan sangatlah banyak sedangkan 
tempat yang mereka tempati terbatas. Seperti tempat untuk tidur 
dalam satu kamar bisa ditempati lebih dari 6 orang, hal tersebut dapat 
mengurangi kenyamanan ketika sedang istirahat, sarana bermain 
yang seharusnya dapat dinikmati sendiri, mereka harus rela untuk 
berbagi dan bergantian dengan teman yang lain, dan lain sebagainya.  
Sedangkan anak yang tinggal di rumah bersama keluarga ditinjau 
dari faktor sosial dan lingkungan:92 
a. Orang tua lengkap 
Pada umumnya anak yang tinggal di rumah bersama keluarganya, 
mereka senantiasa berkumpul bersama ayah dan ibu. 
b. Interaksi dengan teman sebaya lebih sedikit. 
Interaksi anak yang tinggal di rumah lebih terbatas dibandingkan 
dengan anak yang tinggal di panti asuhan. Karena biasanya mereka 
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memiliki waktu untuk bermain bersama teman sebaya setelah pulang 
sekolah selebihnya untuk belajar dan berkumpul keluarga. Sedangkan 
anak panti asuhan siang dan malang mereka berkumpul bersama 
teman sebaya sesama anak panti. 
c. Kebutuhan ekonomi lebih tercukupi. 
Kebutuhan ekomoni anak yang tinggal di rumah lebih tercukupi karena 
mereka selalu berkumpul bersama orang tua dan tidak ada orang tua 
yang tega membiarkan anaknya dalam keadaan kekurangan. 
d. Kasih sayang keluarga lebih terpenuhi. 
Karena setiap harinya anak yang tinggal di rumah selalu berkumpul 
bersama orang tua dan keluarga, serta pengawasan dari orang tua 
hanya tercurahkan untuk mereka sehingga kebutuhan akan kasih 
sayang lebih terpenuhi 
e. Tempat tinggal tidak terbatas dan fasilitas lebih tercukupi. 
Semua fasilitas rumah dan tempat tinggal dapat mereka gunakan 
sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak mereka. 
4.    Hak dan Kewajiban Anak 
a. Hak-Hak Anak 
Konstitusi Indonesia, UUDNRI 1945 sebagai norma hukum tertinggi 
telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi”.93 Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam 
batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan 
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perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan 
lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.94 
Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
dirumuskan 15 pasal95 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena 
pembentuk undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok 
yang rentan terhadap pelanggaran HAM.96 
Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini juga 
diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian 
dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh 
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri 
merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak 
yang telah diratifikasi oleh Indonesia.97 
Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan 
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, antara lain:
98
 
1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi; 
2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan 
status kewarganegaraan; 
3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, 
dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, 
dalam bimbingan orang tua; 
4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, 
dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; 
5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 
jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, 
dan sosial; 
6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; 
7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 
keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; 
8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 
menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya 
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; 
9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 
luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan 
  
 
55 
berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya 
demi pengembangan diri; 
10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh 
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 
sosial; 
11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 
lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 
mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, 
baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, 
kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah 
lainnya; 
12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 
kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah 
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; 
13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa 
bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam 
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan 
dalam peperangan; 
14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi; 
15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum; 
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16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 
dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; 
17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau 
bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum 
yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di 
depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam 
sidang tertutup untuk umum; 
18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 
atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan 
19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 
berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
Hak anak juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak, antara lain:99 
1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya 
maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar.  
2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan 
dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan 
kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan 
berguna. 
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3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 
4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 
dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan wajar. 
5) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-
tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. 
6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh 
asuhan oleh negara atau orang atau badan. 
7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam 
lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan 
wajar. 
8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan 
asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan 
yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. 
9) Pelayanan dan asuhan, juga diberikan kepada anak yang telah 
dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan 
keputusan hakim. 
10) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk 
mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas 
kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. 
11) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan 
kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-
bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan 
sosial. 
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Sementara itu, menurut Islam hak-hak anak antara lain:100 
1) Pemeliharaan atas hak beragama (hifzud dien); 
2) Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzun nafs); 
3) Pemeliharaan atas akal (hifzul aql); 
4) Pemeliharaan atas harta (hifzul maal); 
5) Pemeliharaan atas keturunan/nasab (hifzun nasl) dan kehormatan 
(hifzul „ird). 
Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam 
kandungan, untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu juga, 
ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad 
SAW. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-
hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi 
Muhammad SAW, “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”, dan 
untuk membentuk mental tangguh seorang anak harus dididik melalui 
peran keluarga dan masyarakat serta negara.101 
b. Kewajiban Anak 
Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), 
keharusan, tugas yang harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban 
bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan 
kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat sebagai “anak 
yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi 
akan melakukan kewajiban-kewajibannya. 
                                                             
100
 M. Nasir Djamil. Op. Cit., hlm. 20-21. 
101
 M. Nasir Djamil. Op. Cit., hlm. 21. 
  
 
59 
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
ada beberapa hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, 
antara lain:102  
1) Menghormati orang tua, wali, dan guru; 
2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 
3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan  
5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia. 
Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih 
berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati.103 Kewajiban anak 
menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, 
menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila 
anak wajib mencintai dan menghormatinya.  
Demikian pula anak juga wajib mencintai masyarakat seperti 
tetangga, teman, dan orang-orang sekitarnya. Seorang anak juga wajib 
mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup. 
Anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal 
ini tidak terlepas dari tuntunan orang tua atau guru yang memberikan 
pengajaran agama. 
Anak juga wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai 
wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antara anak dengan 
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orang-orang di sekitarnya maupun lingkungannya dapat teratur dan 
menunjukkan sikap yang beradab. Melalui pembelajaran dan kewajiban 
beretika dan berakhlak mulia diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas 
lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan 
yang tinggi terhadap sesama serta tumbuh menjadi pribadi yang positif 
yang berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.104 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A.   Lokasi Penelitian  
Untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan skripsi 
ini, maka Penulis akan melaksanakan penelitian di Makassar, yaitu: 
1. Yayasan Panti Asuhan 
2. Pengadilan Negeri Makassar 
3. Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 
4. Balai Harta Peninggalan 
Penelitian dilakukan di wilayah kota Makassar dengan 
pertimbangan bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat di 
Makassar. Pemilihan lokasi ini juga disebabkan pertimbangan bahwa di 
lokasi ini dapat memberikan data yang penulis perlukan dalam 
pembahasan masalah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan panti 
asuhan, dan berdasarkan data dari dinas sosial Kota Makassar, bahwa di 
kota Makassar ini terdapat 95 yayasan panti asuhan. 
2. Sampel  
Pengambilan sampel dilakukan secara acak, karena penelitian ini 
dilakukan pada populasi dalam jumlah yang besar di mana setiap yayasan 
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dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 
sampel, dengan memilih 5 (lima) yayasan panti asuhan dengan 
pertimbangan bahwa yayasan tersebut sudah mewakili keseluruhan 
yayasan panti asuhan yang ada di Kota Makassar. Nama dan alamat dari 
lima yayasan yang dipilih tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
No. Yayasan Panti Asuhan Alamat 
1. 
Yayasan Panti Asuhan 
Usama 
Jl. Andi Tonro Lr. IV No. 10, Jongaya, 
Tamalate 
2. 
Yayasan Panti Asuhan 
Muslim Pancasila 
Jl. Wolter Monginsidi Baru Lr. III No. 26, 
Mangkura, Ujung Pandang 
3. 
Yayasan Panti Asuhan 
Amal Shalihat Jl. Rappokalling Raya No. 8, Tallo 
4. 
Yayasan Panti Asuhan 
Rahmatullah 
Kompleks Bank Bumi Daya Jl. Abd. Dg. Sirua 
No. 16, Panaikang, Panakkukang 
5. 
Yayasan Panti Asuhan 
Bani Hasyim 
Kompleks Al Marhamah Departemen Agama 
Daya, Blok A1 No. 5, Paccerakang, 
Biringkanaya 
 
Selanjutnya akan diteliti dengan menetapkan narasumber yang 
benar-benar dapat memberikan informasi, keterangan, dan data yang 
dibutuhkan khususnya dari para pengelola Yayasan Panti Asuhan dan 
hakim dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama serta staf dari 
Balai Harta Peninggalan. 
Atas dasar inilah, maka narasumber dalam penelitian ini adalah: 
a) Ketua/Pengurus dari masing-masing Yayasan Panti Asuhan 
b) Satu orang hakim dari Pengadilan Negeri Makassar 
c) Satu orang hakim dari Pengadilan Agama Makassar 
d) Satu orang staf dari Balai Harta Peninggalan 
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C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari: 
a) Data primer  
Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung melalui 
wawancara yang dilakukan terhadap narasumber terkait. 
b) Data sekunder 
Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi. 
2. Sumber Data 
Data yang diperoleh bersumber dari: 
a) Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui 
wawancara dan tanya jawab dengan narasumber terkait. 
Narasumber dari Yayasan Panti Asuhan adalah Ketua Umum 
ataupun pengurus Yayasan Panti Asuhan. Narasumber dari 
Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah hakim yang 
bersedia memberikan informasi yang terkait dengan penelitian. 
Sedangkan narasumber dari Balai Harta Peninggalan adalah staf 
atau pihak dari Balai Harta Peninggalan yang bersedia 
memberikan informasi yang terkait dengan penelitian. Sehingga 
dalam metode wawancara ini, penulis bisa mendapatkan 
gambaran tentang kedudukan hukum yayasan panti asuhan dan 
tanggung jawab yayasan panti asuhan dalam melakukan 
perwalian terhadap anak-anak panti asuhan. 
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b) Data Sekunder  
Data yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran 
dokumen-dokumen yang didapatkan dari pihak yayasan panti 
asuhan yaitu berupa AD/RT Yayasan dan data anak yang diasuh, 
serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan 
masalah yang penulis angkat untuk memperoleh dasar teoritis 
dalam penulisan skripsi. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan 
pengambilan data langsung melalui proses wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait dalam penelitian ini. 
2. Teknik Dokumentasi (Archive Method) 
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan bahan-
bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
 
E. Analisis Data   
Seluruh data yang diperoleh, baik data primer maupun data 
sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, 
yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan hal-hal 
yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian 
ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Keabsahan Perbuatan Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali 
1. Wewenang Yayasan Menjadi Wali 
 Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak 
dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan; 
karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan 
yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak 
tersebut.105 
 Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena perkawinan orang 
tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal dunia, perceraian 
atau karena putusan pengadilan; dan/atau kekuasaan orang tua tersebut 
dipecat atau dibebaskan. Oleh sebab itu, menurut Pasal 359 KUH Perdata 
menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua 
minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hakim 
akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus 
mengawasi pekerjaan wali tersebut.106 
 Untuk perwalian yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan berlaku 
Pasal 365 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa dalam segala hal 
apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat 
diperintahkan dan diserahkan kepada perhimpunan berbadan hukum atau 
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Titik Triwulan Tutik, 2008,Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: 
Kencana,hlm. 88. 
106
Ibid, hlm. 90-91. 
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yayasan-yayasan, atau juga lembaga amal yang bertempat kedudukan di 
Indonesia. Hal ini berarti bahwa yayasan panti asuhan boleh menjadi wali 
atas anak-anak asuhnya di mana hal tersebut bergantung pula pada 
anggaran dasar, akte pendirian, atau peraturannya yang memuat aturan-
aturan yang memang bertujuan untuk memelihara atau mengasuh anak-
anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama. 
 Pengangkatan wali harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hanya ada seseorang yang dapat ditunjuk 
sebagai wali. Apabila si anak masih memiliki orang tua maka orang yang 
berhak menjadi wali adalah ayah atau ibu yang hidup terlama, sesuai 
dalam Pasal 345 KUH Perdata. Perwalian juga dapat ditunjuk oleh orang 
tua si anak dengan surat wasiat, maka masing-masing orang tua berhak 
mengangkat seorang wali bagi anaknya setelah ia meninggal dunia. 
Dalam hal ini badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUH Perdata. Hal ini disebabkan 
badan hukum tidak diatur di dalam buku I KUH Perdata. Subjek hukum 
pertama-tama adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan 
manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena badan 
hukum tidak termasuk kategori manusia, tidak dapat memperoleh semua 
hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak 
dapat pula melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana 
halnya pada manusia.107 Namun sedikit berbeda dengan ketentuan di 
dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 108 yang mengatur bahwa 
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Ali Rido, Op. Cit. Hlm. 10 
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orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk 
melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya 
sesudah ia meninggal dunia, ini berarti bahwa badan hukum dapat pula 
ditunjuk oleh orang tua sebagai wali melalui wasiat. Hal yang sama 
dikemukakan oleh hakim bahwa badan hukum termasuk dalam hal ini 
yayasan diperbolehkan untuk menjadi wali baik itu berdasarkan atas 
penunjukan oleh hakim maupun melalui wasiat oleh orang tua si anak.
108
 
Bagi anak-anak yang belum dewasa yang tidak bernaung di bawah 
kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak diatur dengan cara yang 
sah, maka pengadilan harus mengangkat seorang wali setelah hakim 
mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau 
semenda dari si anak. 
 Menurut Muh. Iqbal, penunjukan wali bagi yayasan panti asuhan 
harus melalui penetapan pengadilan.109 Sebagaimana telah diatur pada 
Pasal 365 KUH Perdata serta diatur pula di dalam Pasal 33 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. 
Lebih lanjut Muh. Iqbal menyatakan bahwa dasar kewenangan suatu 
yayasan untuk menjadi wali adalah apabila diperintahkan oleh pengadilan, 
sepanjang tidak ada penetapan dari pengadilan yang menunjuk yayasan 
tersebut sebagai wali maka bukan perwalian. 
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Berdasarkan wawancara penelitian dengan hakim Pengadilan Agama pada tanggal 21 
April 2014 
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Berdasarkan wawancara penelitian dengan hakim Pengadilan Agama pada tanggal 21 
April 2014 
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 Dari hasil wawancara penelitian di lapangan diperoleh keterangan 
dari panitera dan hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama di 
Kota Makassar bahwa sejauh ini belum pernah dikeluarkan penetapan 
wali yang menunjuk yayasan panti asuhan sebagai wali, baik atas 
permohonan orang tua si anak maupun dari pihak yayasan. Demikian pula 
diperoleh keterangan dari 5 (lima) Yayasan Panti Asuhan yang diteliti, 
berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing pengurus yayasan 
ditemukan bahwa tidak satupun dari kelima yayasan tersebut yang pernah 
ditunjuk sebagai wali atas anak-anak asuhnya berdasarkan penetapan 
dari pengadilan melainkan anak-anak tersebut secara langsung 
diserahkan oleh keluarganya. Selain anak-anak yang diserahkan secara 
langsung oleh keluarganya, terdapat pula anak-anak asuh yang tidak 
diketahui keberadaan orang tuanya (terlantar).110 
 Yayasan panti asuhan mempunyai kewenangan untuk 
menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak bagi anak-anak yang 
orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara 
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Walaupun yayasan 
tersebut telah terdaftar di Dinas Sosial dan memiliki izin kegiatan sebagai 
lembaga sosial, namun tidak berarti menimbulkan kewenangan untuk 
menjadi wali. Kewenangan suatu yayasan sebagai wali tetaplah harus 
berdasarkan pada penetapan pengadilan, sehingga dapat dikatakan 
bahwa yayasan tersebut tidak sah sebagai wali atas anak-anak asuhnya 
dan kegiatan yang dilakukan yayasan tersebut bukanlah perwalian 
                                                             
110
 Data Primer melalui wawancara, diolah pada bulan April 2014. 
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melainkan pelayanan sosial. Berdasarkan fakta ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa dari sejumlah yayasan panti asuhan yang ada di Kota 
Makassar, belum ada yayasan panti asuhan yang mempunyai 
kewenangan sebagai wali atas anak-anak asuhnya. 
Berikut tabel jumlah panti asuhan di Kota Makassar serta jumlah anak 
yang diasuh. 
Tabel 1.Data Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) di Kota Makassar 
NO. TAHUN JUMLAH PANTI JUMLAH ANAK 
1. 2009 83 4034 
2. 2010 89 4200 
3. 2011 88 4174 
4. 2012 87 4060 
5. 2013 90 4180 
6. 2014 95 4230 
Sumber: data sekunder dari dinas sosial, 2014 
Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa jumlah anak yang 
diasuh di panti asuhan yaitu 4230 pada tahun 2014 yang tersebar di 95 
panti asuhan dan dari sejumlah anak-anak tersebut merupakan  anak-
anak yang masih memiliki keluarga namun ditempatkan di dalam panti 
asuhan. Anak-anak yang diasuh di panti asuhan berasal dari berbagai 
latar belakang dan umumnya anak-anak tersebut berasal dari keluarga 
miskin, anak terlantar, dan yatim piatu.111 
Berikut ini tabel keadaan orangtua anak-anak asuh pada kelima 
yayasan panti asuhan yang telah diteliti. 
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Tabel 2.Keadaan orangtua anak yang diasuh di yayasan panti asuhan 
No
. 
Nama 
Yayasan 
Panti Asuhan 
Keadaan Orangtua 
Jumlah Anak Masih 
Hidup 
Meninggal 
dunia 
(Yatim/piatu) 
Tidak 
Diketahui 
1. 
RahmatullahB
atua 
20 30 - 50 
2. BaniHasyim 15 3 2 20 
3. Amal Shalihat 28 7 - 35 
4. Usamah 30 15 6 51 
5. Muslim  
Pancasila 
42 8 16 66 
Jumlah  135 63 24 222 
Persentase  61% 28% 11% 100% 
Sumber: Data Primer, Diolah pada bulan Mei 2014 
Berdasarkan tabel 2 di atas, anak-anak yang diasuh di panti 
asuhan yang keadaan orang tuanya masih hidup berjumlah 135 anak atau 
sebesar 61%, yang meninggal dunia (yatim/piatu) berjumlah 63 anak atau 
sebesar 28%, sedangkan yang tidak diketahui orang tuanya berjumlah 24 
anak atau sebesar 11%. Dari kelima yayasan di atas, hanya yayasan 
Rahmatullah Batua yang memiliki jumlah yang besar yaitu 30 anak untuk 
jumlah anak yang orang tuanya telah meninggal dunia (yatim/piatu), 
karena yayasan Rahmatullah Batua pada awal pendiriannya memang 
hanya menampung dan mengasuh secara khusus anak-anak yatim/piatu 
saja namun tak lama kemudian panti asuhan ini juga menerima anak-anak 
yang kurang mampu berdasarkan atas permintaan pihak dinas sosial 
untuk turut membantu mengasuh anak-anak yang kondisi keluarganya 
kurang mampu/miskin112.  
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Berdasarkan wawancara penelitian dengan pengurus yayasan Rahmatullah Batua 
pada tanggal 28 Maret 2014 
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Sedangkan pada panti asuhan yang lain terlihat bahwa sebagian 
besar panti mengasuh anak-anak yang kondisi orang tuanya masih hidup. 
Hanya ada persentase yang kecil untuk anak-anak di panti asuhan yang 
benar-benar yatim/piatu yaitu sebesar 28% di antaranya sebanyak 3 anak 
di panti asuhan Bani Hasyim, 7 anak di panti asuhan Amal Shalihat, 15 
anak di panti asuhan Usamah, serta 8 anak di panti asuhan Muslim 
Pancasila dan sebagian besar di antaranya masih memiliki orang tua. 
Kebanyakan anak-anak tersebut ditempatkan di panti asuhan oleh 
keluarganya karena alasan ekonomi dengan tujuan anak-anak mereka 
akan mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang lebih layak apabila 
ditempatkan di panti asuhan.  
Selain itu, ada pula beberapa anak yang kondisi orang tuanya tidak 
diketahui keberadaannya yaitu sebesar 11%, jumlahnya juga lebih kecil 
yaitu hanya 2 anak di panti asuhan Bani Hasyim, 6 anak di panti asuhan 
Usamah, dan 16 anak di panti asuhan Muslim Pancasila, sedangkan panti 
lainnya yaitu panti asuhan Rahmatullah Batua dan Amal Shalihat tidak 
terdapat anak yang tidak diketahui orang tuanya. Persentase ini juga 
sangat sedikit bila dibandingkan persentase anak yang kondisi orang 
tuanya masih hidup. 
Adapun pihak panti asuhan biasanya melakukan rekrutmen anak 
yang akan diasuh dengan menentukan kriteria tertentu yang umumnya 
sama di semua panti. Di antaranya kriteria anak tersebut adalah anak-
anak yang berasal dari keluarga miskin, yatim/piatu, dan terlantar. 
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2. Hubungan Hukum Antara Yayasan Panti Asuhan dan Anak-anak 
Asuh 
Dalam hal perwalian, hubungan hukum antara yayasan panti 
asuhan dan anak-anak asuh harus didasarkan pada penetapan 
pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Agama yang 
menunjuk yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak tersebut. 
Sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 
Perlindungan Anak bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau 
keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi 
persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. 
Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan 
pengadilan. Jadi, apabila tidak ada penetapan wali maka yayasan panti 
asuhan tersebut tidaklah menjalankan kekuasaan sebagai wali melainkan 
hanya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial. 
Untuk dapat menjadi wali, yayasan panti asuhan seharusnya 
mengikuti prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Hakim Pengadilan Negeri/Agama tempat kedudukan 
yayasan panti asuhan yang bersangkutan dapat menunjuk wali dari 
yayasan panti asuhan tersebut yang disesuaikan berdasarkan anggaran 
dasar dan akta yayasan tersebut berusaha memelihara anak-anak dalam 
jangka waktu yang cukup lama. 
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Bila yayasan panti asuhan menjadi wali, hakim dapat menunjuk 
pengurus dari yayasan panti asuhan untuk menjadi wali sebagaimana 
diatur pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa Pengurus 
adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, lalu 
pada Pasal  35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan juga diatur bahwa 
Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan 
Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili 
Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. 
Perwalian oleh yayasan panti asuhan ini mulai berlaku sejak 
pengurus menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 331(a) ayat (4e) KUH Perdata. Yayasan 
panti asuhan juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 
sama dengan wali yang lain dalam hal perwalian di mana para anggota 
pengurusnya secara diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan perwalian. Setelah pengangkatan wali 
tersebut, panitera pengadilan setempat harus segera memberitahukan 
kepada Dewan Perwalian dan pejabat Kejaksaan pada Pengadilan Negeri 
sesuai daerah hukum yayasan panti asuhan itu mempunyai tempat 
kedudukan. 
Untuk menjadi wali syarat-syaratnya yaitu:113 
1. Baligh dan berakal 
2. Beragama sama dengan si anak 
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Ahmad Kamil, M. Fauzan. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di 
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3. Sehat jasmani dan rohani 
4. Tidak pernah dihukum karena menyalahgunakan 
kewenangannya 
5. Tidak pernah dihukum dengan hukuman pidana penjara 
Syarat-syarat ini berlaku pula untuk pengurus yayasan yang 
ditunjuk sebagai wali. Pengurus yayasan yang ditunjuk menjadi wali wajib 
memberitahukan mengenai penguasaannya kepada Balai Harta 
Peninggalan. Apabila tidak memberitahukan kepada Balai Harta 
Peninggalan tentang terjadinya perwalian, maka wali tersebut dapat 
dipecat.114Wali juga harus memberitahukan dengan surat mengenai 
penempatan anak-anak asuh dalam panti asuhan kepada BHP selaku wali 
pengawas dan juga Kejaksaan Pengadilan Negeri yang satu wilayah 
dengan yayasan panti asuhan tersebut. Hal ini dimaksudkan apabila 
dipandang perlu, panti asuhan tersebut dapat dikunjungi oleh Pejabat 
Kejaksaan atau seseorang yang ditunjuk oleh Balai Perwalian guna 
menyelidiki keadaan anak-anak di panti asuhan. Pengangkatan wali 
pengawas selalu terjadi dalam tiap perwalian. Wali pengawas juga diberi 
kesempatan tiap minggu mengunjungi anak-anak panti asuhan yang 
berada dalam pengawasannya itu. (Pasal 365 KUH Perdata) 
Disebutkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang 
Perlindungan Anak bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam 
kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap 
anak, selanjutnya disebutkan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang 
tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan 
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menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan 
kemampuan, bakat, serta minatnya. Berdasarkan ketentuan ini, dapat 
diketahui bahwa kekuasaan yang dijalankan seorang wali adalah kuasa 
asuh sebagai orang tua pengganti terhadap anak. 
Walaupun tanpa ada penetapan yang menunjuk yayasan sebagai 
wali, pihak yayasan menjalankan kegiatannya dan peranannya sebagai 
orang tua pengganti bagi anak-anak yang dititipkan pada yayasan karena 
yayasan panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak 
yang menjalankan perannya sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk 
menyelenggarakan pengasuhan anak. Sebagaimana diatur pada Pasal 37 
ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa pengasuhan anak 
ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 
kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maaupun 
sosial. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa pengasuhan anak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh lembaga yang 
mempunyai kewenangan untuk itu. 
Pengasuhan anak yang diselenggarakan yayasan panti asuhan 
sebagai wujud kepedulian pada permasalahan sosial (khususnya 
terhadap anak-anak) yang terjadi di tengah masyarakat dan disebut 
sebagai program kesejahteraan sosial anak yang bertujuan untuk 
memenuhi hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari 
penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, 
kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.115 
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Mengenai maksud dan tujuan yayasan panti asuhan dapat dilihat 
pada Anggaran Dasar yang termuat di dalam akta pendirian yayasan 
tersebut. Anggaran Dasar adalah seperangkat peraturan-peraturan yang 
diadakan pada waktu pendirian yayasan, yang dipakai sebagai acuan 
aturan permainan yang harus dipatuhi dalam gerak dan kegiatan 
yayasan.116 Maksud dan tujuan yang termuat di dalam Anggaran 
Dasar/Rumah Tangga dari masing-masing yayasan panti asuhan yang 
telah diteliti disajikan dalam tabel berikut ini. 
 
Tabel 3. Maksud dan Tujuan yang termuat di dalam AD/ART Yayasan 
Panti Asuhan 
No. Nama Yayasan 
Panti Asuhan 
Maksud dan Tujuan 
1.  Rahmatullah 
Batua 
Membina anak yatim dalam sebuah panti asuhan berdasarkan 
standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yayasan serta 
ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. 
2. Bani Hasyim a. Terbentuknya manusia Indonesia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. 
b. Ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa di bidang 
spiritual dan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa dalam 
rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang 
diridhai oleh Allah SWT. 
3. Amal Shalihat a. Memelihara dan mendidik anak-anak yatim/piatu dan anak-
anak miskin yang terlantar agar dapat menjadi manusia yang 
bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta 
berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara; 
b. Turut memajukan pendidikan agama Islam, utamanya 
pengajian dasar Al Qur‟an bagi anak-anak remaja maupun 
dewasa dengan sistem tulis/baca; 
c. Menerima anak asuh dan anak didik 
4. Usamah Membina pribadi anak Indonesia yang dilandasi iman dan taqwa 
kepada Allah SWT yang berwawasan luas, beramal saleh, 
berukhuwah islamiyah menuju terwujudnya manusia yang sempurna 
dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
diridhoi oleh Allah SWT. 
5. Muslim 
Pancasila 
Membina dan mengasuh, mengelola dan melancarkan usaha 
kesejahteraan sosial pada anak-anak yatim, piatu, anak terlantar, 
anak miskin dan kurang mampu. 
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Berdasarkan data pada tabel 3 di atas dapat dilihat dengan jelas 
bahwa yayasan panti asuhan bersifat sosial dan berbasis keagamaan 
yang diwujudkan berupa pelayanan pengasuhan dan pendidikan bagi 
anak-anak asuhnya tanpa memperhatikan masalah yang menyangkut 
perwalian. Menurut pendapat Muh. Iqbal bahwa anak-anak yang diasuh 
pada panti asuhan tersebut sebenarnya masih berada di bawah 
kekuasaan orangtuanya atau di bawah wali lain yang telah diatur oleh 
undang-undang sedangkan yayasan panti asuhan yang mengasuhnya 
bukanlah wali yang sah atas anak-anak yang dititipkan tersebut117. 
Muh. Iqbal menyatakan bahwa sebaiknya pihak yayasan ataupun 
pihak dari keluarga si anak mengajukan permohonan perwalian guna 
kepentingan perdata si anak di kemudian hari. Untuk mendapatkan 
penetapan wali, pihak keluarga si anak harus terlebih dahulu mengajukan 
permohonan pencabutan kekuasaan orang tua bilamana memang orang 
tua dari anak tersebut benar-benar terbukti tidak mampu/cakap untuk 
menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua lalu kemudian dapatlah 
ditunjuk yayasan tersebut untuk menjadi wali.118 
Lebih lanjut lagi menurut Muh. Iqbal bahwa yayasan panti asuhan 
hanyalah lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial 
namun tidak berkedudukan sebagai wali atas anak-anak tersebut karena 
tidak ada dasar penetapan pengadilan yang menunjuk yayasan tersebut 
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sebagai wali. Sepanjang tidak ada penetapan maka tidak ada perwalian. 
Hal ini berlaku pula untuk anak-anak yang tidak diketahui keberadaan 
orang tuanya yang berada di panti asuhan dapatlah diajukan permohonan 
perwaliannya di pengadilan. 
Sehubungan dengan ini, ketidaktahuan pengurus yayasan panti 
asuhan mengenai peraturan hukum tentang perwalian juga turut 
mempengaruhi tidak adanya penetapan wali atas anak-anak yang diasuh 
tersebut. Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan pada kelima 
yayasan panti asuhan ditemukan bahwa para pengurus yayasan tidak 
tahu dan tidak paham mengenai adanya aturan tentang perwalian 
sehingga prosedur penempatan anak di panti asuhan dilakukan secara 
sederhana yakni penyerahan langsung oleh orang tua atau kerabat dari si 
anak. Adapun prosedur penyerahannya yaitu:119 
1. Mengurus surat keterangan tidak mampu dari kantor 
Lurah/Camat 
2. Menyetor foto copy kartu keluarga dan akte kelahiran si anak 
serta ijazah terakhir si anak (jika ada) 
3. Orang tua anak menuliskan keterangan bersedia menyerahkan 
anaknya untuk tinggal di panti asuhan 
4. Anak dapat secara langsung mulai tinggal di panti asuhan 
Prosedur ini tentu terbilang sederhana bila dibandingkan dengan 
proses pengurusan permohonan penetapan wali di pengadilan. 
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B. Tanggung Jawab Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali 
atas Anak-anak Panti Asuhan 
Perwalian adalah pengganti orang tua yang menurut hukum 
diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan 
perbuatan hukum. Wali bertanggung jawab penuh terhadap pribadi anak 
yang berada di bawah kekuasaannya dan juga harta bendanya. Dalam 
setiap perwalian, hanya ada satu orang yang dapat ditunjuk menjadi wali, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 331 KUH Perdata. 
Seperti diketahui bahwa yayasan adalah suatu wadah pelayanan 
sosial untuk memelihara dan melindungi anak asuh yang berlatar 
belakang yatim/piatu, anak terlantar, dan korban kerusuhan atau bencana 
alam sehingga kehilangan sebagian atau bahkan seluruh keluarganya. 
Sebab tujuan yayasan panti asuhan adalah untuk membantu masyarakat 
dalam bidang sosial yang kegiatannya dikhususkan untuk membantu 
anak-anak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dan dilindungi 
negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. 
Dalam rangka untuk mengetahui  tanggung jawab Yayasan Panti 
Asuhan, maka dilakukan penelitian pada 5 (lima) Yayasan Panti Asuhan 
yang ada di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis 
lakukan pada kelima yayasan tersebut, diketahui bahwa kelima yayasan 
mengadakan pengasuhan anak sebagaimana peran orang tua terhadap 
anaknya. Kegiatan pengasuhan itu tidak hanya dilakukan oleh pimpinan 
yayasan dan pengurus panti asuhan namun juga dibantu oleh beberapa 
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tenaga pengasuh yang juga merupakan anggota dari pengurus yayasan 
dan ada pula tenaga pengasuh yang merupakan tenaga suka relawan. 
Yayasan Panti Asuhan merupakan badan hukum yang dalam 
pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatannya harus 
tunduk kepada Undang-Undang Yayasan. Dalam hal pengelolaan dan 
pelaksanaan kegiatan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, 
maka pengurus yayasan yang berwenang untuk mewakili yayasan. Pasal 
31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan diatur bahwa pengurus adalah 
organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Badan 
hukum sebagai suatu subjek hukum diwakili oleh para pengurusnya. 
Demikian halnya dengan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, 
maka pengurus yayasan berwenang mewakili yayasan. Pengurus 
yayasan bertugas untuk mengurus dan mengelola yayasan, bertanggung 
jawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan 
yayasan serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar 
pengadilan.120 
Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan diatur pula 
bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan 
yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili 
yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 
35 ayat (2) Undang-Undang Yayasan diatur bahwa setiap pengurus 
menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk 
kepentingan dan tujuan yayasan. Tanggung jawab yayasan panti asuhan 
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timbul karena adanya kewajiban hukum yang dilakukan oleh yayasan 
tersebut melalui organnya atau pengurus yayasan tersebut. Dalam 
konteks lain, ditegaskan bahwa setiap organ yayasan tidak bertanggung 
jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali 
apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan 
kerugian bagi yayasan. 
Undang-Undang Yayasan hanya meletakkan tanggung jawab 
kepada pengurus dan pengawas. Beberapa Pasal yang mengatur 
pertanggungjawaban organ yayasan dapat terlihat bahwa ada tanggung 
jawab yang dilakukan secara renteng antar organ dan yayasan, ada yang 
dilakukan renteng antar-organ, ada pula pertanggungjawaban yang 
dilakukan secara renteng antar perorangan.121 
Pengaturan pertanggungjawaban secara renteng antar organ 
dengan yayasan itu sendiri, dapat dilihat dalam beberapa pasal undang-
undang yayasan. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau 
kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi 
kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara 
tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika 
dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan 
atau kelalaiannya, maka dibebaskan dari tanggung jawab.122 
Untuk pertanggungjawaban perseorangan dapat dilihat dalam 
Pasal 35 ayat 5 UU Yayasan yang mengatur bahwa setiap pengurus 
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bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan 
dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran 
dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan dan pihak ketiga.  
Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan 
bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, 
sedangkan untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari 
undang-undang. Setiap orang dalam organ yayasan tidak bertanggung 
jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali 
apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan 
kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Dengan demikian, apabila organ 
yayasan telah melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam 
kedudukannya sebagai organ yayasan tersebut, dalam arti bukan dalam 
kapasitasnya selaku pribadi, maka organ tersebut telah melakukan 
tindakan untuk dan atas nama yayasan, sehingga tindakan yang demikian 
telah merupakan tindakan korporasi.123 
Kewenangan bertindak pengurus yayasan seperti halnya 
kewenangan bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam 
anggaran dasarnya. Anggaran dasar merupakan hukum positif yang 
mengikat semua pengurus dan para pendiri. Kekuatan mengikat anggaran 
dasar tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian, maka pengurus 
yayasan menjalankan perwakilan statuter (perwakilan berdasarkan 
anggaran dasar). Di dalam Undang-Undang Yayasan telah diatur bahwa 
setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila bersangkutan 
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dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar, yang 
mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.124 
Tanggung jawab yayasan panti asuhan berkaitan erat dengan 
kedudukan yayasan itu sendiri. di mana kedudukannya di sini sebagai 
lembaga sosial dan bukan sebagai wali, berarti bahwa yayasan ini 
bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai 
dengan anggaran dasarnya. 
Bentuk pertanggungjawaban yayasan panti asuhan yaitu segala hal 
yang terkait pengurusan yayasan yang harus disesuaikan dengan 
ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar, berdasarkan wawancara 
dengan pengurus yayasan panti asuhan diketahui bahwa pihak yayasan 
bertanggung jawab atas pengurusan pribadi dan harta anak-anak yang 
diasuh. 
Harta yang dimaksud di sini adalah dana yayasan yang menjadi 
hak anak-anak tersebut tercatat sebagai bagian dari kekayaan yayasan 
yaitu berupa dana/sumbangan yang berasal dari bantuan sosial dari 
pemerintah atau swasta, donator tetap maupun tidak tetap serta dana lain 
yang berasal dari usaha yayasan. Berkaitan tentang harta benda anak 
yang diasuh, berdasarkan keterangan dari para pengurus panti asuhan, 
diketahui bahwa anak-anak yang diasuh merupakan anak-anak yang 
berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu bahkan terlantar jadi 
tidak ada anak-anak yang mempunyai harta pribadi yang dimiliki berasal 
dari keluarganya. Namun, apabila selama berada di dalam panti si anak 
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memperoleh penghasilan melalui usaha misalnya si anak mendapatkan 
penghasilan dari usaha yang dilakukan di dalam yayasan, maka 
penghasilan tersebut dipakai bersama untuk biaya hidup sehari-hari, 
kecuali bila ada anak yang mendapatkan beasiswa pendidikan dari 
pemerintah atau swasta maka diberikan bagi anak yang bersangkutan. 
Bentuk tanggungan yayasan panti asuhan dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Tabel 4. Bentuk Tanggungan Dana Yayasan Panti Asuhan  
No. Yayasan Tanggungan 
1. Rahmatulah 
Batua 
1. Biaya hidup sehari-hari 
2. Biaya kesehatan 
3. Biaya pendidikan hingga tamat SMA 
4. Mencarikan pekerjaan 
2.  Bani Hasyim 1. Biaya hidup sehari-hari 
2. Biaya kesehatan 
3. Biaya pendidikan hingga tamat SMP 
3.  Amal Shalihat 1. Biaya hidup sehari-hari 
2. Biaya kesehatan 
3. Biaya pendidikan hingga SMP 
4. Usamah 1. Biaya hidup sehari-hari 
2. Biaya kesehatan 
3. Biaya pendidikan hingga SMA, kecuali bagi 
yang berprestasi ditanggung hingga kuliah. 
5. Muslim Pancasila 1. Biaya hidup sehari-hari 
2. Biaya kesehatan 
3. Biaya pendidikan hingga SMA. 
4. Membina keterampilan dan mencarikan 
pekerjaan 
Data Primer, diolah pada Bulan Januari 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari kelima yayasan 
panti asuhan mempunyai bentuk tanggungan yang umumnya hampir 
sama, hanya ada sedikit perbedaan yaitu pada yayasan Rahmatullah 
Batua dan Yayasan Muslim Pancasila selain menanggung biaya hidup, 
biaya kesehatan dan pendidikan, juga menanggung dalam hal membina 
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keterampilan dan mencarikan pekerjaan bagi anak-anak asuhnya agar 
kelak anak-anak asuh tersebut dapat hidup mandiri setelah keluar dari 
panti asuhan. Perbedaan lainnya juga ditemukan pada yayasan Bani 
Hasyim dan Amal Shalihat yaitu biaya pendidikan yang ditanggung hanya 
sampai SMP, alasannya karena minimnya dana yang dimiliki yayasan. 
Sedangkan yayasan Usamah juga sedikit berbeda dari segi biaya 
pendidikan, di mana yayasan ini akan membiayai anak panti yang 
berprestasi selama sekolahnya hingga ke jenjang perguruan tinggi. 
Berdasarkan tabel di atas juga dapat disimpulkan bahwa yayasan 
panti asuhan tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan 
pelayanan pengasuhan saja, tetapi yayasan panti asuhan juga 
bertanggung jawab atas biaya-biaya hidup anak-anak asuhnya termasuk 
di dalamnya biaya pendidikan dan kesehatan, membina keterampilan, 
bahkan hingga mencarikan pekerjaan agar kelak si anak dapat hidup 
mandiri. 
Secara umum tujuan panti asuhan adalah memberi pelayanan yang 
berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan 
cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi 
yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka 
menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung 
jawab baik terhadap dirinya maupun masyarakat.125Tujuan di atas 
kemudian mengalami perkembangan dan perubahan karena semakin 
banyaknya lembaga sosial dan organisasi keagamaan yang ikut 
menangani masalah kesejahteraan atau panti asuhan ini, sehingga tujuan 
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tersebut disesuaikan dengan ciri dan misi yang dibawa oleh lembaga 
tersebut.126 
Bentuk-bentuk usaha yang diselenggarakan yayasan panti asuhan 
untuk mencapai tujuannya sebagai lembaga sosial termuat pula di dalam 
anggaran dasarnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 
Tabel 5. Bentuk Usaha Yayasan Panti Asuhan yang termuat dalam 
AD/RT 
No. Nama Yayasan 
Panti Asuhan 
Bentuk Usaha 
1.  Rahmatullah 
Batua 
a. Membina agama, mental, akhlak dan intelektualitas anak-
anak asuh menuju terbentuknya insan yang bertaqwa 
kepada Allah SWT. 
b. Menciptakan suasana yang mengarah kepada iklim 
pembinaan kesadaran beragama, berilmu, dan 
bermasyarakat. 
c. Mengusahakan kesejahteraan anak-anak asuh baik lahir 
maupun batin 
2. Bani Hasyim a. Menyelenggarakan pendidikan yang bersifat formal dari 
tingkat TK sampai Perguruan Tinggi, baik pendidikan umum 
maupun kejuruan dan tidak terbatas kepada pendidikan 
pesantren-pesantren, madrasah-madrasah dan pendidikan 
non formal berupa kursus keterampilan, balai-balai latihan 
kerja. 
b. Menyelenggarakan panti-panti sosial, bimbingan kepada 
kaum dhuafa, yatim piatu dan anak terlantar, mengadakan 
kegiatan dakwah, pendirian rumah ibadah. 
c. Mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan balai pengobatan. 
d. Mengadakan kerja sama dengan badan-badan sosial 
lainnya. 
3. Amal Shalihat a. Kegiatan pemeliharaan dalam bentuk panti asuhan 
b. Kegiatan pendidikan dengan bentuk pengajian dasar Al 
Qur‟an 
 
4. Usamah a. Mendirikan poliklinik untuk membantu masyarakat lemah, 
anak miskin dan terlantar. 
b. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial berupa penyantunan 
kaum dhuafa, fakir miskin dan anak yatim, pelayanan dan 
pembinaan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian 
lingkungan hidup. 
c. Mendirikan usaha yang berkaitan dengan bidang ekonomi 
seperti pertanian, perkebunan, industri, pelayanan jasa, dan 
usaha lain yang halal menurut ajaran Islam.  
5. Muslim 
Pancasila 
a. Melakukan berbagai ragam kegiatan sosial. 
b. Kegiatan sosial kemanusiaan meliputi bidang pengabdian 
masyarakat, pendidikan Agama Islam, pendidikan formal dan 
non formal, pembinaan kesehatan dan olahraga 
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c. Sebagai realisasi kegiatan kesejahteraan sosial maka 
didirikan panti asuhan anak yatim piatu dan anak terlantar, 
pengajian dasar pendidikan Al Qur‟an, pengadaan bengkel 
motor bagi anak-anak remaja miskin, memberikan pelayanan 
medis kesehatan bagi anak yang kurang mampu dan kurang 
sehat serta pengobatan di Puskesmas Pemerintah. 
 
  Berdasarkan pada tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa fokus tujuan 
dari yayasan panti asuhan adalah sebagai lembaga yang memberikan 
pelayanan sosial yang ditujukan untuk membantu anak-anak yang orang 
tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar 
terutama anak-anak terlantar atau kurang mampu sehingga anak-anak 
tersebut dapat memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak 
hingga mampu hidup mandiri. 
  Pertanggungjawaban yang dilakukan yayasan bukanlah 
pertanggungjawaban seorang wali sebagaimana yang telah diatur di 
dalam peraturan perundang-undangan melainkan tanggung jawab 
yayasan hanyalah melingkupi tanggung jawab sebagai lembaga sosial 
yang memberikan pelayanan pengasuhan bagi anak-anak yang tidak 
mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya. Yayasan panti 
asuhan merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi hak 
dasar anak dan memberikan perlindungan terhadap anak dari 
penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, 
kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Namun 
sebaiknya juga memperhatikan aturan terkait perwalian demi kepentingan 
si anak. 
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 Sedangkan apabila yayasan panti asuhan tersebut sebagai wali, 
maka dalam menjalankan perwaliannya, wali harus menjalankan semua 
kewajibannya sebagai wali dan bertanggung jawab atas semua tindakan 
anak yang berada di bawah perwaliannya. Yayasan mempunyai hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau 
diperintahkan kepada wali, kecuali undang-undang menentukan lain. 
Pengurus yayasan yang ditunjuk sebagai wali bertanggung jawab penuh 
atas perwalian yang ditunjukkan kepadanya oleh hakim baik diri sendiri 
maupun tanggung menanggung dengan anggota pengurus lainnya. 
Pengurus juga diperbolehkan oleh undang-undang menguasakan secara 
tertulis kepada seorang anggotanya atau lebih untuk melakukan perwalian 
dengan kuasa tertulis. Pengurus juga berwenang menyerahkan 
pengurusan harta kekayaan anak tersebut kepada Balai Harta 
Peninggalan secara tertulis dan penyerahan ini tidak dapat ditarik 
kembali.127Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pihak 
yayasan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, meskipun 
melakukan kegiatan pengasuhan anak yang mencakupi pengurusan 
pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak layaknya seperti 
orang tua namun yayasan tidak melakukan kewajiban sebagai wali sesuai 
yang diatur di dalam aturan perundang-undangan sebab yayasan tidak 
berkedudukan sebagai wali secara sah yang telah ditetapkan melalui 
penetapan pengadilan. 
                                                             
127
Raden Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. Op. Cit., Hlm. 227. 
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 Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, 
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak 
sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta 
minatnya. Dalam hal orang tua si anak melalaikan kewajibannya, 
terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh 
dapat dicabut yang dilakukan melalui penetapan pengadilan, hal ini 
sebagaimana diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak. 
Penetapan pengadilan yang dimaksud dapat menunjuk orang 
perseorangan atau lembaga untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. 
Berdasarkan wawancara dengan hakim, juga ditemukan bahwa belum 
pernah ada permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan 
pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau pemutusan 
hubungan hukum terhadap orang tua yang menyerahkan anak-anaknya di 
panti asuhan. Selain itu, juga diperoleh keterangan dari pihak yayasan 
panti asuhan bahwa sewaktu-waktu anak dapat dikembalikan kepada 
keluarganya apabila orang tuanya ataupun keluarganya ingin mengambil 
kembali anaknya. Hal ini sesuai dengan peran yayasan sebagai lembaga 
sosial yang memelihara anak yang orang tuanya tidak mampu 
menyelenggarakan pemeliharaan bagi anaknya dengan baik agar anak-
anak tersebut tidak terlantar.  
 Anak-anak yang tinggal di panti asuhan tidak selamanya tinggal di 
panti asuhan, menurut para pengurus yayasan bahwa anak-anak yang 
diasuh di panti mempunyai jangka waktu tertentu untuk diasuh di dalam 
panti asuhan yang bergantung pada kondisi pribadi si anak ataupun 
kondisi tertentu dari yayasan. Yang dimaksud kondisi pribadi si anak 
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adalah apabila si anak itu telah menyelesaikan studinya dan telah mampu 
hidup secara mandiri maka si anak dianggap bukan sebagai anak panti 
asuhan lagi dan boleh meninggalkan yayasan, kondisi lainnya yang 
menyangkut pribadi si anak adalah apabila si anak itu sendiri yang 
menginginkan untuk kembali kepada keluarganya ataupun orang tuanya 
yang meminta kembali anaknya, maka pihak yayasan tidak melarang hal 
tersebut dan memulangkan si anak kepada keluarganya.  
 Sedangkan kondisi tertentu dari yayasan yaitu apabila yayasan tidak 
sanggup mengasuh anak-anak asuhnya misalnya disebabkan oleh 
kurangnya dana dan kurangnya tenaga pengasuh maka akan 
memulangkan beberapa anak kembali kepada keluarganya, kecuali anak-
anak yang benar-benar tidak ada keluarganya yang mampu mengurusinya 
atau anak-anak terlantar yang tidak mempunyai keluarga maka tetap 
diupayakan bagi yayasan untuk mengasuhnya atau dipindahkan ke 
yayasan lain yang sanggup menampung dan mengasuh anak-anak 
tersebut128                                
 Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan 
terhadap pribadi anak sesuai dengan harta kekayaannya dan harus 
mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum dan si anak diharuskan 
menghormati walinya, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 383 
KUH Perdata. Wali harus mengurus harta kekayaan si anak seperti 
layaknya bapak atau ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab 
atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul karena pemeliharaannya yang 
buruk sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUH Perdata. Ketentuan ini 
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 Data Primer, melalui wawancara dengan pengurus Yayasan Panti Asuhan   
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juga tidak berlaku bagi yayasan panti asuhan sebab oleh kedudukannya 
bukanlah sebagai wali, sehingga tidak ada kewajiban yayasan untuk 
bertanggung jawab sesuai yang ditentukan dalam KUH Perdata. 
 Dalam setiap perwalian di Indonesia, BHP menurut undang-undang 
adalah menjadi pengawas. Selain wali, wali pengawas juga memiliki 
kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 370-374 KUH Perdata, 
yaitu:129 
1. Mengadakan pengawasan secara terus menerus terhadap wali. 
2. Menyatakan pendapat terhadap berbagai tindakan yang harus 
dilakukan oleh wali atas perintah hakim atau dengan 
persetujuan hakim. 
3. Bertindak bersama-sama dengan wali atau ikut hadir dalam 
tindakan-tindakan tertentu. 
4. Bertindak bila ada kepentingan yang bertentangan antara wali 
dengan anak. 
5. Bertindak dalam hal wali tidak hadir atau perwalian terulang. 
Fungsi BHP di antaranya:130 
1. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, 
ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya 
dan lain-lain masalah yang diatur di dalam perundang-
undangan. 
2. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat 
wasiat sesuai dengan perundang-undangan. 
3. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan 
perundang-undangan. 
 
Perwalian pengawas mulai dan berakhir sesaat dengan mulai dan 
berakhirnya perwalian. Sedangkan perwalian pada umumnya berakhir 
apabila:131 
1. Anak yang di bawah perwalian telah dewasa 
2. Anak meninggal dunia 
                                                             
129
Ibid. Hlm. 233. 
130
Kep.Men.Kehakiman RI No. M. 01. PR. 07. 01-80/1980 Tanggal 19 Juni 1980 tentang: 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi BHP. 
131
Sudarsono.1991. Hukum Kekeluargaan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.Hlm. 29. 
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3. Wali meninggal dunia 
4. Wali dipecat dari perwalian 
Berkaitan dengan hal perwalian, Balai Harta Peninggalan 
sebenarnya masih menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas 
sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun 
sejauh ini pihak Balai Harta Peninggalan tidak pernah melakukan 
pengawasan terhadap perwalian yang dilakukan suatu yayasan panti 
asuhan karena Balai Harta Peninggalan hanya berwenang melakukan 
pengawasan apabila ada penetapan dari pengadilan. Adapun indikator 
Balai Harta Peninggalan berperan sebagai wali pengawas yaitu: adanya 
permohonan wali, penetapan wali, dan salinan penetapan dari pengadilan. 
Namun sejauh ini Balai Harta Peninggalan tidak pernah menerima salinan 
penetapan dari pengadilan. Sepanjang tidak ada penetapan, tidak ada 
perwalian dan demikian pula tidak ada pengawasan dari pihak Balai Harta 
Peninggalan.132 
Kewenangan Balai Harta Peninggalan masuk ke dalam konteks 
pengawasan dan tidak berwenang mengangkat wali. Menurut Efraem 
Tana133, peranan Balai Harta Peninggalan kerap kali dilupakan 
keberadaannya padahal Balai Harta Peninggalan adalah perpanjangan 
tangan dari pengadilan termasuk dalam perihal perwalian guna 
mengawasi apakah peran wali ini sudah dilakukan dengan benar oleh wali 
si anak. 
                                                             
132
Berdasarkan wawancara penelitian dengan staf Balai Harta Peninggalan pada tanggal 
20 Februari 2014. 
133
Salah seorang staf Balai Harta Peninggalan. 
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Berikut beberapa kendala BHP dalam menjalankan perannya:134 
1. BHP sebagai institusi tertua terbentuk sejak zaman VOC tetapi 
dilupakan masyarakat. 
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait di mana instansi 
terkait itu cenderung menyepelekan BHP, instansi terkait tersebut 
antara lain: Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Catatan SIpil, BPN, BI, 
Jamsostek, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, BPK. 
3. Adanya asosiasi serupa dengan pelayanan yang diberikan oleh 
BHP, contohnya: Notaris, Lurah/Camat (keduanya bias 
mengeluarkan surat keterangan ahli waris). 
4. Kewenangan BHP jika tidak dilaksanakan tidak ada sanksi. BHP 
tidak proaktif (pasif), di mana semua dasarnya adalah penetapan. 
5. Semua program kerja anggaran biayanya masih minim karena 
BHP sudah lama tidak dikenali masyarakat sehingga dibutuhkan 
resosialisasi dan butuh aturan dan perundang-undangan baru. 
 
                                                             
134
 Berdasarkan wawancara dengan staf Balai Harta Peninggalan 
  
 
94 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 
maka Penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut: 
1. Yayasan Panti Asuhan boleh menjadi wali bagi anak-anak asuhnya 
di mana keabsahanperbuatan hukum yayasan panti asuhan sebagai 
wali bergantung pada penetapan Pengadilan yang menunjuknya 
sebagai wali. Penunjukan yayasan panti asuhan sebagai wali harus 
ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Agama setempat 
sesuai dengan kedudukan yayasan panti asuhan tersebut. Namun 
dari 5 (lima) yayasan panti asuhan yang penulis teliti di Kota 
Makassar, belum satu pun yayasan panti asuhan tersebut yang 
pernah mengajukan permohonan sebagai wali atas anak-anak 
asuhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa yayasan tersebut tidak 
sah sebagai wali atas anak-anak asuhnya dan kegiatan yang 
dilakukan yayasan tersebut bukanlah perwalian melainkan 
pelayanan sosial. 
2. Tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali adalah 
sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam perundang-
undangan, dimana setiap wali harus menyelenggarakan 
pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mengurus 
harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukan 
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perbuatan hukum. Namun ketentuan mengenai tanggung jawab ini 
tidak dijalankan oleh yayasan panti asuhan karena kedudukan 
yayasan panti asuhan dalam melakukan kegiatan pengasuhan anak 
hanyalah selaku lembaga sosial yang menjalankan fungsinya 
sebagai lembaga pelayanan sosial bagi anak-anak yang tidak 
mendapatkan pengasuhan yang baik di dalam keluarganya dan 
yayasan tersebut bukan sebagai wali atas anak-anak yang dititipkan 
di yayasan tersebut. Sehingga untuk mengetahui tanggung jawab 
yayasan sebagai lembaga sosial dapat dilihat dalam ketentuan 
undang-undang yayasan dan anggaran dasar rumah tangga dari 
pendirian yayasan tersebut. 
 
B. Saran 
 Adapun saran yang dapat disampaikan Penulis berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengingat semakin banyaknya yayasan panti asuhan yang didirikan 
di tengah masyarakat, sebaiknya dibuat peraturan perundang-
undangan baru yang secara khusus mengatur tentang perwalian 
dengan lebih jelas dan lebih rinci, karena aturan perwalian yang 
termuat di dalam KUH Perdata kerap kali diabaikan sedangkan 
aturan lain yang memuat tentang perwalian juga masih kurang, 
bahkan peraturan yang memuat dasar pelaksanaan program 
kesejahteraan sosial anak tidak secara rinci membahas tentang 
perwalian padahal sangat berkaitan sehingga pelaksana pekerja 
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sosial baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi sosial yang 
dibentuk oleh masyarakat di lapangan juga tidak mengetahui aturan 
tentang perwalian yang sebenarnya sangat penting. 
2. Sebaiknya diadakan sosialisasi mengenai aturan tentang perwalian 
khususnya kepada masyarakat, para pekerja sosial, dan para 
pengurus yayasan. Ketidaktahuan tentang aturan perwalian dapat 
menjadi penyebab sehingga anak-anak dengan mudahnya 
ditempatkan di dalam panti asuhan serta dapat mengakibatkan 
hilangnya hak-hak anak untuk dapat tumbuh kembang di dalam 
lingkungan keluarganya dan berpartisipasi secara optimal di dalam 
masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta 
mendapatkan perlindungan hukum.  
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